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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga
Tahun 2021/2022 periode 30 April s/d 27 Agustus 2022 sebagai salah satu bentuk
perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan yang
bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa persidangan DPRD Provinsi
Sumatra Barat.

Laporan ini disusuﬁ memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, program serta
kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD
Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan.
Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun
waktu 4 (empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat. -

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan
dalam pelaksanaan kegitan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan

dalam melakukan penyusunan Laporan.

PADANG, 27 AGUSTUS 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
KETUA

SUPARDI
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IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga
Tahun 202172022 inj merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari
Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan
Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa
Persidangan Ketiga ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk
memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap
kinerja yang telah dilakukan selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022,
dalam rangka peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang
baik (good governance), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DPRD Provinsi Sumatera
Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan
dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaaan tugas pokok dan fungsi DPRD,
secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun
2020-2025, Visi DPRD adalah “Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang
Kredibel, Sinergis dan Modern” dengan misi yaitu :

1). Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.
Anggaran dan pengawasan dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme
dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin
terlaksananya proses “checks and balance” berbasis aspirasi rakyat berdasarkan
ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2). Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga
perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik
yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi,
teknis, dan keahlian sebagai unsur penunjang yang profesional dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan
pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun
tujuan dari pelaksanaaan pemerintahan didaerah adalah sebagai berikut::

1. Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance
berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait
dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan
peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-
produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.

2. Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan
dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai

penunjang substansial yang profesional dalam pengelenggaaan pemerintahan

daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai
tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah :

Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan

1L
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

2. Mewujudkan pembahasan APBD yang berdasarkan kesepakatan bersama yang
mendukung pembangunan daerah

3. Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan

Kepala Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan

Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan

dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
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Program dan kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022

juga dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan,

diantaranya:
1) Peningkatan  kualitas
hukum/peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
Penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas dan

pelaksanaan fungsi pembentukan  produk

2)
3)
wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan

4) Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan

fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai

bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Kedua Tahun

2021/2022.

PADANG, 27 AGUSTUS 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUPARDI
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Laporan Kivicrja DPRED Masa Persidangan
Ketisa Talun 2021/2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun
2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan
Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan
Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Ketiga Tanggal
28 Desember 2021 s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d
27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa
Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 pada tanggal 27 Agustus 2022, dalam
mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, kedudukan dan fungsi
dewan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan
Ketiga Tahun 2021/2022 yang merupakan wujud pertanggungajawaban
pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/

2022 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD

Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022

didasari oleh :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratis Pimpinan dan Anggota DPRD

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk

Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018,

6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata
Tertib DPRD Provinsj Sumatera Barat.
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Laporan Kinerpa PERD Nasa FerSIonsian
Ketiga Tahuan 202172022

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun

2021/2022, adalah sebagai berikut : .
1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan

kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa

Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat

yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022
yang dimulai dari tanggal 30 April 2022 sampai dengan 27 Agustus 2022.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam
pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera

Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan
kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa

mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 ini disusun dan
disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :
Bab. I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Dasar

C. Maksud dan tujuan

D. Sistematika Penulisan
Bab.Il Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Ketiga

Tahun 2021/2022

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan
A. Pelaksanan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

B. Pelaksanan Fungsi Anggaran
C. Pelaksanan Fungsi Pengawasan
D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
2. Menerima Aspirasi Masyarakat
3. Penyelengaraan Rapat-Rapat
4. Penyelengarakan Tugas Administrasi
5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
Kegiatan Komisi-Komisi
Kegiatan Badan Musyawarah
Kegiatan Badan Anggaran
Kegiatan Badan Kehormatan
Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Kegiatan Panitia Khusus

DUTEWN R
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Laporan Kincrja DPRD Masa Persidangan
Ketiga Tahun 2021/2022

F. Kegiatan Fraksi-Fraksi

Fraksi Partai Gerinda

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Fraksi Partai Demokrat

Fraksi Partai Golongan Karya
Fraksi Partai Amanat Nasional
Fraksi PPP - Nasdem

Fraksi PDI-Perjuangan & PKB.

NSO WN R

Bab. IV Hasil Yang Dicapai
1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup
A. Kesimpulan
B. Saran
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Laporan Kinerfa DPRD Masa Persidangan
Ketiga Tahun 2021/2022

BABII
GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KETIGA
TAHUN 2021/2022

Pada masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 yang dimulai dari tanggal 29 April
2021 sampai dengan 27 Agustus 2022, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat,
peninjauan lapangan, pembahasan ranperda, kunjungan kerja, Sosialisasi Perda,
peningkatan kapasitas sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi
yang berke:mbang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak
gan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera
arat.

Agenc‘ia kegiatan. dewan lain juga telah dilaksanakan dalam rangka
mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan

Ketiga tahun 2022, DPRD telah melakukan harmonisasi terhadap 3 ranperda, yaitu :
1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Ranperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah, dan
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun
2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi
pembentukan peraturan daerah, diantaranya melaksanakan sosialisasi terhadap

peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Anggaran
Pada masa persidangan Ketiga Tahun 2022, sebagai bentuk pelaksanaan Fungsi

Anggaran telah dilakukan agenda pembahasan Pertanggungjawaban APBD tahun
2021 yang telah ditetapkan pada Rapat Paripurnan tanggal 8 Juli 2022. Disamping
itu DPRD juga telah melakukan dan menyelesaikan pembahasan KUA PPAS Tahun
2023 dan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022, Pembahasan dilakukan baik
dikomisi-komisi bersama mitra keerja maupun pada Badan Anggaran bersama

TAPD. Untuk KUA PPAS Tahun 2023 telah disepakati dan ditetapkan dalam Rapat
gal 1 Agustus 2022, sedangkan untuk pembahasan KUPA-

Paripurna pada tang
un 2022 direncanakan akan di tetapkan pada tanggal 1

PPAS Perubahan Tah
September 2022.

. Fungsi Pengawasan
Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,
ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Pferda dan
Perkada, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK.
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Laporan Kinerja DPRI Masa FPersidangan
Keliga Tahun 2021/2022

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasannya, DPRD melalui komisi-komisi dan
Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan
Daerah tersebut, dengan melaksanakan rapat kerja dan kunjungan lapangan sesuai
lingkup tugas komisi-komisi. Disamping itu Badan Anggaran DPRD melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang
telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga

menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1.Badan Anggaran
Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan
pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA PPAS Tahun 2023,
rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022 serta pembasan RAPBD
Perubahan Tahun 2022.

4.2.Badan Musyawarah
Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun
dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Ketiga
tahun 2021/2022.
4.3.Komisi-Komisi
Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan
pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan
Daerah yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melaksanakan rapat
kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan pembahasan terhadap
rancangan peraturan daerah, serta menindaklanjuti surat yang masuk ke
DPRD berdasarkan lingkup tugas masing-masing komisi.
4.4.Bapemperda
Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya, melaksanakan rapat
kerja bersama pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan
daerah dengan mengutamakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan daerah
serta melakukan Harmonisasi terhadap Ranperda yang masuk kedalam
Propemperda Tahun 2023.
4.5.Badan Kehormatan
Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, vyaitu
pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota
DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk
dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan
dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD.
4.6.Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)
Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan
yang bersifat khusus dan materi pembahasannya bersifat lintas komisi yang
segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan
peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi.
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Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan
Ketiga Tahun 2021/2022 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai
dengan yang direncanakan. Pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar

Propemperda Tahun 2022 akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan
Ketiga Tahun 2021/2022.
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BAB I
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, berdasarkan jadwal
Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi
sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa
Persidangan Ketiga Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan
agenda kegiatan seperti Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah, Konsultasi dan
Study Banding Bapemperda serta Harmonisasi terhadap pembahasan Ranperda yang
masuk dalam Daftar Propemperda Tahun 2022.

I. RapatKerja Bapemperda,

a, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja
Bapemperda dalam rangka Pembahasan Hasil Harmonisasi 2 Ranperda usul
Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga Komoditi dan Ranperda tentang
Penanggulangan Bencana serta Ekspose Tim Penyusun Naskah Akademik
Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah pada hari Selasa 24 Mei 2022.

Hasil Rapat Kerja :

1. Rekomendasi Bapemperda untuk melakukan harmonisasi ke Provinsi
Bengkulu terkait Ranperda Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan
apakah layak dilanjutkan atau tidak.

2. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perda
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada
prinsipnya dapat dilanjutkan dengan beberapa masukan antara lain :

- Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007 tersebut belum tertuang terkait
anggaran, untuk itu perlu ditambah mengenai penganggaran untuk
kebencanaan dalam perubahan perda ini.

- Dari Ranperda tersebut seyogyanya harus mengcover 3 hal, baik
kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana, ini poin penting
yang harus diuraikan dalam Pasal per pasal dalam Ranperda ini.

- Pentingnya keterlibatan OPD (Peran OPD-OPD) tidak hanya BPBD,
baik dalam hal kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana
yang dituangkan kedalam Ranperda.

- Di dalam Ranperda harus tertuang peran-peran selain OPD seperti
peran NGO/ LSM, Relawan dll termasuk penganggarannya.

b. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja
Bapemperda dalam rangka Lanjutan Rapat Kerja Bapemperda terkait Hasil
Harmonisasi 2 Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga
Komoditi dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana pada hari Selasa 7
Juni 2022,
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Hasil Rapat Kerja :

1. Terhadap Ranperda tentang Penanggulangan Bencana, pada prinsipnya
sepakat untuk dilanjutkan pembahasannya.

2. Sedangkan untuk Ranperda Tata Kelola Harga Komoditi, diberikan
waktu selama 2 bulan kepada Tim penyusun Naskah Akademik untuk
memperbaikinya kembali sesuai dengan hasil konsultasi ke
Kementerian Perdagangan RI.

II. Konsultasi/ Study Banding Bapemperda :
1. Study Banding Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul Inisiatif
tentang Tata Kelola Harga Komoditi ke Pemerintah Provinsi Bengkulu, pada

tanggal 29 Mei s/d 1 Juli 2022.

Dari hasil Study Banding yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat

disimpulkan sebagai berikut :

e Tata Kelola Harga Komoditi di Provinsi Bengkulu diatur dengan
Peraturan Gubernur.

o Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dengan
stakeholder terkait agar petani tidak dirugikan.

2. Konsultasi Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang
Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
pemanfaatannya, dilaksanakan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI
pada tanggal 3 s/d 6 Juli 2022.

Dari hasil konsultasi yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat

disimpulkan sebagai berikut :

e Pemerintah pusat sangat mengapresiasi penyusunan ranperda
tentang Tanah Ulayat ini karena sangat membantu Pemerintah dalam
penerapan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan atas
Tanah, satuan Rumah susun dan pendaftaran tanah.

e Karena regulasi yang sudah berkembang terkait pendaftaran tanah
dengan keluarnya UU tentang cipta kerja dan PP Nomor 18 Tahun
2021 maka sebaiknya perda tentang pemanfaatan tanah ulayat
dicabut sehingga judul Ranperda yang semula Perubahan atas Perda
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya
menjadi tentang Tanah Ulayat saja.

Pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam keberadaan tanah
ulayat, serta penghormatan terhadap keberadaan tanah ulayat
tersebut dengan menetapkan subyeknya, penetapan batas, lokasi
tanah ulayat dimana saja dan aturan intern di masyarakat hukum
ulayat itu.

Terkait putusan Mahkamah konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tentang
Undang-Undang Ciptaker yang akan dijadikan dasar dalam
penyusunan ranperda ini sebenarnya tidak lagi menjadi masalah
karena dengan telah diubahnya UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan UU
Nomor 13 Tahun 2022 maka persoalan inskonstitusional selesai,
sedangkan terkait materi yang menjadi sorotan publik perlu
diperbaiki oleh pemerintah sesuai dengan yang dimohonkan pemohon

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Laporan Kincrya DFRD Mzsa Persidangan
Ketiga Tahun 202]/2022

k}.msusnya menyangkut ketenagakerjaaan, badan riset dan beberapa
lainnya tidak spesifik terhadap pengaturan tanah.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan lingkup tugas Badan Anggaran, pada Masa Persidangan Ketiga
Tahun 2021/2022 ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat telah
melakukan kegiatan pembahasan terhadap Rancangan KUA PPAS Tahun 2023
pada tanggal 31 Juli sd 3 Agustus 2022, Rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun
2022 pada tanggal 22 s/d 25 Agustus 2022, pelaksanaan pembahasan realisasi
Semester Pertama, kunjungan kerja komisi dalam rangka peninjauan pelaksanaan
kegiatan tahun 2021, evaluasi program dan kegiatan pada APBD Tahun 2022 serta
pembahasan arah kebijakan anggaran Tahun 2023, Pokir tahun 2023.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan
DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan
peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat
kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi
pengawasan baik terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan
Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan

pembangunan.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan
dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari
peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya
peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi
Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap
pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih rendahnya penyerapan

anggaran bagi pelaksanaan program-program kegiatan dan pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD. Dengan tidak

maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai aliran kas yang telah
direncanakan berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan

pendapatan masyarakat.
). Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan
Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

dinyatakan bahwa salah satu kewajiban dari Anggota DPRD adalah
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menampung dan
menyerap aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, reses
merupakan instrument penting yang harus dilaksanakan oleh semua anggota
DPRD. Selanjutnya dalam pasal 129 ayat (1) Peaturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2018, juga dinyatakan bahwa setiap anggota DPRD diwajibkan untuk
menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilihnya
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sebagaimana termuat dalam sumpah/janji yang diucapkan oleh setiap anggota
DPRD.

Di dalam pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses
dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan pada setiap
masa persidangan dan pada setiap setiap pelaksanaan reses tersebut, dan
dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD. Dalam masa reses anggota
DPRD turun ke daerah pemilihan, bertatap muka dengan tokok-tokoh dan
kelompok masyarakat serta pemerintah daerah kabupaten /kota/ kecamatan
dan nagari. Penjaringan aspirasi masyarakat pada prinsipnya tidak hanya
merupakan tugas dan kewajiban anggota DPRD, akan tetapi juga merupakan
tugas dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu aspirasi yang disampaikan
oleh masyarakat terkait kebutuhan percepatan pembangunan daerah baik yang
disampaikan melalui reses anggota DPRD maupun yang disampaikan melalui

program kegiatan pada pemerintah daerah perlu diperjuangkan dalam program
pembangunan daerah,

Dalam sistem perencanaan nasional yang termaktub dalam undang-undang
nomor 25 tahun 2004 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah
disusun dengan mengunakan pendekatan partisipatif dan responsive terhadap
perubahan, sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah merupakan hal yang harus ditingkatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi
masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja
Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat
sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang
disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD.

Hasil Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 06 Juni 2022 tentang
penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa
Persidangan Ketiga tahun 2021/2022, dimana kegiatan reses dimulai dari
tanggal 21 sd 28 Juni 2022 untuk daerah Pemilihan I s.d VII sedangan kegiatan
reses pada daerah pemilihan VIII dimulai tanggal 18 s.d 20 Juni 2022. Reses
pada Masa Sidang Ketiga paska pandemi covid 19, masih mematuhi protokoler
kesehatan namun tanpa mengurangi substansi reses tersebut yakni untuk

menjaring aspirasi masyarakat.

Reses masa persidangan ketiga Tahun 2021/2022 dilaksanakan oleh sebanyak
64 (enam puluh empat) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
ke daerah masing- masing pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Daerah Pemilihan Sumbar I sebanyak 10 orang
b. Daerah Pemilihan Sumbar II sebanyak 7 orang
c. Daerah Pemilihan Sumbar III sebanyak 7 orang
d. Daerah Pemilihan Sumbar IV sebanyak 9 orang
e. Daerah Pemilihan Sumbar V sebanyak 6 orang
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f. Daerah Pemilihan Sumbar VI sebanyak 11 orang
g. Daerah Pemilihan Sumbar VII sebanyak 7 orang
h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII sebanyak 7 orang

Aspirasi dan masukan yang dapat dihimpun dari pelaksanaan reses pada setiap
daerah pemilihan (Dapil I s.d VIII) secara umum mencakup permintaan kegiatan
pembangunan daerah dibidang infrastruktur, pertanian, peternakan,pendidikan
dan sektor lainnya, dengan jumlah aspirasi sebagai berikut :

a. Daerah Pemilihan Sumbar 1 sebanyak 400 aspirasi
b. Daerah Pemilihan Sumbar II sebanyak 252 aspirasi
c. Daerah Pemilihan Sumbar 111 sebanyak 280 aspirasi
d. Daerah Pemilihan Sumbar IV sebanyak 324 aspirasi
e. Daerah Pemilihan Sumbar V sebanyak 240 aspirasi
f. Daerah Pemilihan Sumbar VI sebanyak 396 aspirasi
g. Daerah Pemilihan Sumbar VII sebanyak 252 aspirasi
h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII sebanyak 182 aspirasi

Sejalan dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa DPRD
sebagai representatif masyarakat mempunyai kewajiban untuk menampung,
menyalurkan dan memperjuangan aspirasi masyarakat dalam Kkegiatan
pembangunan daerah yang selanjutnya dituangkan dalam pokok-pokok pikiran
DPRD dan diinput dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan
selanjutnya ditindaklanjuti dalam program kerja pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

. Menerima Aspirasi Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat
tahun 2020, pasal 197 menyatakan bahwa Pimpinan DPRD dan anggota DPRD
menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau
aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang
suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang DPRD.

Selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2021/2022, telah dihimpun dan
direkapitulasi aksi massa yang disampaikan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat :

I. Aksi massa Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) ke kantor DPRD Provinsi
Sumatera Barat tanggal 07 Juni 2022, dengan tuntutan sebagai berikut:
1. Menolak Kenaikan BBM dan Gas LPG 3 kg
2. Menolak Pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM
3. Meminta Pemerintah untuk membendung kenaikan sembako

4. Menolak wacana penundaan pemilu
5. Menolak wacana 3 periode Presiden RI
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Il. Aksi Massa yang disampaikan oleh BEM se Sumatera Barat ke Kantor DPRD

Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Juni 2022, dengan tuntutan sebagai
berikut :

1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan
memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau
masa jabatan tiga periode

2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU
IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang
ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik,
ekonomi, dan kebencanaan

3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga
ketersedian bahan pokok dimasyarakat dan menyelesaikan permasalahan
ketahanan pangan lainnya.

4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia
minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

5. Mendesak dan menuntut Jokowi-Ma’ruf untuk berkomitmen penuh dalam
menuntaskan dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

III. Aksi Massa yang disampaikan oleh aliansi 5 OKP (DPD GMMI, BADKO HM],
PD KAMM]I, DPD IMM, dan PW PII Sumbar) dengan tuntutan sebagai berikut :
1. Menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI dan penundaan

pemilu dan meminta presiden menyataka secara resmi tidak akan
menyetujui segala pengesahan yang berkaitan dengan perpanjangan masa
jabatan presiden dan penundaan pemilu.

2. Menolak kenaikan harga pangan,pajak pertambahan nilai (PPn), dan
kenaikan atau kelangkaan BBM, karena semakin menyengsarakan rakyat,
serta tidak memenuhi rasa keadilan ditengah pendapatan rakyat yang
belum pulih akibat pasca pandemi Covid-19.

3. Meminta pemerintah memastikan ketersediaan BBM bersubsidi yang kian
langka di Sumatera Barat.

Seluruh tuntutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat
dan aliansi 5 (lima) OKP sSumatera Barat sudah disampaikan kepada Presiden

Republik Indonesia.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa

Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai
berikut :

a. Rapat Paripurna

No Hari/Tanggal/Jam Kegiatan
1 |Rabu, 11 Mei 2022 Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan
Pukul 09.00 Wib Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD
7 | Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024
2 |Senin, 07 Juni 2022 Rapat Paripurna dalam rangka Penyampia
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[ qukullo.oo Wib Nota  Pengantar  Ranperda  tentutig
, ' Pertanggungjawaban ABD Talun 2071
'3 {DU'L‘U?;LO;O Juni 2022 Rapat Paripurna dalam rangka :
u .00 Wib L. Penyampaian Pandangan tmtin  Fraksi
terhadap Ranporda tentang,

Pertanggunjawaban APBD ‘Iahun 2071
2. Penetapan 2 Ranperda Usul Praltarss
DPRD:
A. Ranperda Tata Kelola Harga Kommoditi
B. Ranperda  tentang  Penagggulangan
Bencana menjadi Prakarsa DPRD

4 |Senin, 13 Juni 2022 Rapat Paripurna dalam rangka :

Pukul 09.00 Wib 1. Penetapan Ranperda Mars Sumatera Barat
2. Penyampaian Jawaban Gubernur  atas
Pandangan Umum  Fraksi  terhadap
Ranperda tentang Pertanggungjawaban

APBD Tahun 2021.
5 Selasa, 12 Juli 2022 Lanjutan Rapat Paripurna Penetapan Ranpera
Pukul 09.00 Pertanggunjawaban  Pelaksanaan  APBD)
Tahun 2021 -
6 |Selasa, 19 Juli 2022 1.Rapat  Paripurna  dalam  rangka
Pukul 09.00 Wib Pengambilan  Keputusan terhadap 2
Ranperda:

*» Ranperda tentang Keterbukaan
Informasi Publik

% Ranperda tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Rapat Paripurna dalam rangka
Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS

Tahun 2023 S
7 Senin, 11 Agustus 2022 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan
Pukul 14.00 Wib Keputusan terhadap KUA-PAS Tahun 2023

Senin, 15 Agustus 2022 Rapat Paripurna dalam r;ﬂiéi&i ~ Notd
Pukul 09.00 Wib Pengantar Rancangan KUPA-PAS Tahun 2022

Selasa, 16 Agustus 2022 | Rapat Paripurna dalam rangka:
Pukul 09.30 Wib 1. Mendengarkan Pidato Presiden RI pada
Sidang Tahun MPR RI dan Sidang Berdama
DPR RI dan DPD RI Tahun 2022.
2. Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam
rangka Penyampaian Keterangan
Pemerintah atas RUU tentan APBN Tahun
Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan
pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa
Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022
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2023

10 Ki:ﬂLS, 18 Agustus 2022 - Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan

Pukul 09.00 Wib | Keputusan Terhadap Ranperda tentang
- — _ Pengelolaan Keuangan Daerah.
1 Selasa, 30 Agustus 2022 | Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan

Pukul 14.00 Wib ' Keputasan terhadap KUPA-PPAS Tahun 2022
12 Rabu,31..xgu_¢-ms 2022 ;Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan
Pukul 09.00 Wib | Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan

Pembukaan Masa Persidangan Pertama
' Tahun 2022/2023

b. Rapat Badan Musyawarah

' No | Hari/Tanggal l Kegiatan
1 Senin, 9 Mei 2022 ' Rapat Badan Musyawarah dalam rangka
Pukul 10.00 Wib  Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi
! | Sumatera Barat Pada Masa Persidangan
| ' Ketiga Tahun 2021/2022.
2 Senin, 06 Juni 2022 Rapat Badan Musyawarah dalam rangka
| DPRD

Pukul 14.00 Wib Lanjutan Penjadwalan Kegiatan
}Provinsi Sumatera Barat Pada Masg

Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
3 Senin, 11 Juli 2022 | Rapat Badan Musyawarah dalam rangka
fPukul 14.00 Wib ‘Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD
‘ | Provinsi Sumatera Barat pada Masa
| ! Persidangan Ketiga Tahun 2021 /2022.
4 |Jum’at, 12 Agustus 2022 | Rapat Badan Musyarawah dalam rangka
| f’Pukul 10.00 Wib ' Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD
f | Provinsi Sumatera Barat pada Masa
{ | Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

5 |Kamis, 18 Agustus 2022 Rapat Badan Musyarawah dalam rangka
Pukui 14.00 Wib | Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD
| Provinsi Sumatera Barat pada Masa

j | Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
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¢. RapatKonsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No Hari/Tanggal Kegiatan

1 |Senin, 06 Juni 2022

Rapat Konsultasi Pimpinan Membahas lanjutan
Pukul 09.00 Wib

Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada
Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022
Rapat Konsultasi Pimpinan Membahas lanjutan
Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada
Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022

2 |Senin, 18 Agustus
2022

Pukul 09.00 Wib

d. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No Hari/Tanggal Kegiatan
1 | Kamis, 10 Februari 2022 | Rapat Bappemperda bersama Pemerintah
Pukul 09.00 Wib Daerah  dalam rangka membahas
Propemperda Tahun 2022
2 | Senin, 14 Maret 2022. Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka
Pukul 14.00 Wib pembahasan Ranperda di luar

Propemperda (Konversi Bank Nagari
Konvensional menjadi Bank Nagari

Syari'ah)
3 | Rabu, 16 Maret 2022 Rapat Internal Bapemperda dalam rangka
Pukul 14.00 Wib persiapan kegiatan konsultasi dan studi
banding Bapemperda
4 | Selasa, 5 April 2022 Rapat Internal Bapemperda dalam rangka :
Pukul 11.30 Wib 1. Membahas  hasil  konsultasi/studi

banding ranperda di luar Propemperda
2. Mendengar ekspose tim penyusun NA
Ranperda tentang Tata Kelola harga
Komoditi dan Ranperda tentang
Penanggulangan Bencana

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan
Ketiga Tahun 2021/2022, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi
Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
a. Undangan Sekwan
Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi
pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat
langsung, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pucuk surat.
b. Undangan Ketua
Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi
pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat
langsung, sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) pucuk surat.
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c¢. Surat Masuk
Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah,
lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat
masuk berjumlah sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) pucuk
surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai
dengan mekanisme yang berlaku.

d. SuratKeluar
Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah
sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) pucuk surat.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan
pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan

dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022,

Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik

kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan,
dengan rincian sebagai berikut :

a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan,
rapat Kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;

b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah
daerah serta instansi lainnya;

c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan
perundang- undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
daerah;

d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta
melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD
Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait
dengan kedudukannya sebagai Kkoordinator Komisi-Komisi dan alat
kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi
dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan
mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi-
Komisi dan Panitia Khusus.

E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

1. Kegiatan Komisi-Komisi
Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi adalah alat kelengkapan DPRD
yang bersifat tetap. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas,
fungsi dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan
peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lapnvan Kinerrs DERD Maca Persiddansn
Aotiga Tahun 2021720228

l“uhun 2022 yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui program kegiatan yang
dlluk's;.nmkzm oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-
'l(<0m!.'f'| tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, Komisi-
h:fi’;::(-m]ah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai

KOMISI 1
Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022, berdasarkan jadwal Kegiatan

DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera
Barat,. Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya
Sesual.dengan bidangnya yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum. Pada tanggal
02 Mei s/d 31 Agustus 2022, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan
Se.bagai berikut : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk sebanyak 3
(tlgz?] kali, rapat kerja sebanyak 8 (delapan) kali, Audiensi 2 (dua) kali,
Kunjungan kerja dalam daerah dalam rangka pengawasan bidang pemerintahan
dan Hukum sembilan (9) kali, kunjungan kerja Luar Daerah dalam rangka Study

Komparatif /BOP tiga (3) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat
pada Masa Persidangan ketiga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rapat-Rapat Internal Komisi :
Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat

melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :
1. Pada tanggal 03 Mei 2022 Komisi | melaksanakan rapat

membicarakan hal-hal sebagai berikut :
Membicarakan dan membahas surat masuk yang berkaitan pengaduan

Internal

a.
masyarakat, yaitu tentang permasalahan tanah yang berpotensi akan
menimbulkan permasalahan hukum serta melibatkan banyak pihak,
sehingga memerlukan upaya penyelesaian sesuai kewenangan dan ruang
lingkup tugas komisi I.

b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I untuk pelaksanaan Kunjungan

Kerja, baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring
pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi |,
serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan dana desa, serta pelaksanaan Program Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan.

2. Pada tanggal 1 Juni 2022, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD
Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal membicarakan hal-hal

sebagai berikut :
a. Membicarakan surat-surat masuk yang berkaitan  dengan
permasalahan kemasyakatan dan pemerintahan, serta menindaklanjuti

n Audiensi dengan Lembaga dan Tokoh-tokoh Masyarakat,

permintaa
mbahas

Audiensi dengan BKD Sumbar, Audiensi dengan OPD terkait me
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permasalahan kelanjutan pembebasan jalan Tol Padang Padang - Pekan
Baru, dan permasalahan penertiban PKL di Kelok 9.

b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi 1, terutama menyangkut
penj'adwalan Bamus yang berkaitan dengan Kunjungan Kerja, baik
Kunjungan Kerja Dalam Daerah, yaitu kunjungan kerja dalam rangka
pengawasan dan Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan
dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan
dengan Monitoring tentang Transparansi Dana Desa Tahun 2021 dan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

3. Pada_ tanggal 8 Juli 2022, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD
l1;1‘0_\71{msl Sumatera Barat melaksanakan rapat internal dengan agenda sebagai
erikut :

a. Sesuai surat masuk, Komisi I menindaklanjuti dengan menjadwalkan
permintaan dari masyarakat dan lembaga terkait Audiensi dengan
lembaga seperti Bawaslu Sumbar, Persatuan Media Online Indonesia
Sumbar, Forum Badan Permuyawaratan Desa/Nagari.

b. Mengagendakan jadwal dan Rencana Kegiatan Komisi I, terutama
menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah
dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan
Tugas dan Fungsi Komisi I.

B. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja
Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat

melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 12 Mei 2022 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan KPU
Sumatera Barat dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan
pemilihan umum serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun hasil rapat sbb :
<4 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati
dan WaliKota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.

% Tahapan, Program dan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat Tahun 2024 terdiri atas Tahapan Persiapan, Pelaksanaan
dan Penyelesaian.

< Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, sebesar Rp 169.696.207.723, -
Dalam RAB tersebut, semua komponen pembiayaan kegiatan dibiayai
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kecuali Surat Suara
Pemilihan Bupati/WaliKota dan honorarium PPK, PPS dan KPPS.
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O , [T S
v Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 akan

:;wn;ndi masukan bagi Komisi | dalam pembahasan pada pelaksanaan
Jm.l l?adan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera barat dengan TAPD
Provinsi Sumatera Barat.

2. "'"dil tanggal 27 Mei 2022 Komisi I melaksanakan Rapat Kerja bersama
Sekda Dan OPD Terkait Dalam Rangka Membahas Hasil Survey Setara Institute
Dan Indeks Demokrasi, rapat kerja dimaksud dilatarbelakangi dari Laporan
l‘ndcks Kota Toleran (IKT) Tahun 2021, dimana 10 daerah dengan toleransi
'C"(_hh adalah Depok, Banda Aceh, Cilegon, Pariaman, Langsa, Sabang, Padang
Panjang, Padang, Pekanbaru dan Makassar. Indeks Kota Toleran (IKT)
Merupakan hasil kajian dari lembaga survey SETARA INSTITUTE dan tidak
pernah  melibatkan Pemerintah Daerah. Dari hasil diskusi diperoleh
kesimpulan sbb ;

= Untuk menindaklanjuti dan menyikapi hasil survey Setara Institute tersebut
Perlu penyamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
.dengan DPRD, agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Selain
juga perlu diperkuat Lembaga-Lembaga yang ada di Provinsi Sumatera
Barat dalam mengatasi permasalahan ini, seperti FKUB ( Forum Kerukunan
Umat Beragama ), FPK ( Forum Pembauran Kebangsaan ), FKDM ( Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat ), FKPT ( Forum Koordinasi Penanggulangi
Terorisme).

- Sepakat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi
Sumatera Barat terhadap isu isu Hasil Survey Setara Institute dan Indeks
Demokrasi yang berkembang ini tidak perlu direspon karena ini tidak
termasuk bagian dari Pemerintahan.

- Harus adanya Penyuluhan-penyuluhan dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sumatera barat bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat,

seperti Penyuluhan Ideologi Kebangsaan dll.

. Pada tanggal 27 Mei 2022 rapat kerja komisi i DPRD bersama OPD dan pihak

terkait dalam rangka meminta informasi tentang pembebasan lahan Tol
Padang-Pekanbaru, dalam rapat tersebut Kepala Dinas PRKPP Provinsi
Sumatera Barat dan Kepala Dinas BMCK TR Provinsi Sumatera Barat
melaporkan tentang regulasi dan data tekhnis terkait Informasi tentang
Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru sesuai Undang-undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan
Umum di selenggarakan melalui 4 tahapan Perencanaan, Perencanaan, yaitu
Perencanaan berupa Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah, Persiapan,
Pelaksanaan, Penyerahan Hasil, sedangkan data tekhnis pembebasan lahan
terbagi dalam beberapa sesi yaitu, Seksi Padang - Sicincin ( 36,6 KM ), Seksi
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:ici'i;cin - Bukittinggi ( 40,01 KM ), Seksi Bukittinggi - Payakumbuh ( 32,8 KM),
eksi Payakumpuh - Pangkalan ( 45, 35 KM ), Seksi Pangkalan - Bangkinang (
60,3 KM ), Seksi Bangkinang - Pekanbaru (40 KM).

- Pada Ti?ngga] 08 s.d 11 Juni 2022 Komisi 1 melaksanakan tiga (3) agenda

rapat yaitu:

< Rapat kerja dengan BKD Sumbar serta Instansi terkait lainnya,
dalam rangka membahas permasalahan tentang pegawai tidak
tetap (PTT) dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah provinsi
sumatera barat, dengan hasil pertemuan yang diambil kesimpulan
antara lain adalah, bahwa sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASN, Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan yang
mengatur tentang manajemen ASN, yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen PPPK. Sejak diberlakukannya PP 49/2018 tersebut,
dimana terdapat didalam ketentuan pasal 99 bahwa seluruh
pegawai Pemerintah yang berstatus Non ASN yang tidak memenuhi
syarat menjadi PPPK, diberikan waktu dan kesempatan untuk tetap
melaksanakan tugas paling lama 5 tahun, dengan kata lain masa
tugas pegawai Non ASN harus berakhir terhitung hingga 23
November 2023. sebelumnya BKD Provinsi Sumatera Barat telah
berupaya dengan melakukan pendataan dan usulan pengangkatan
Pegawai Non ASN menjadi ASN dan PPK sesuai formasi dan
kualifikasi yang diminta, namun hanya sebagian kecil saja yang
memenuhi syarat dan telah diangkat menjadi ASN maupun PPPK.
Atas kondisi tersebut Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat,
meminta kepada Pemerintah Daerah melalui BKD untuk
mencermati kembali kemungkinan dan peluang untuk usulan
pengangkatan pegawai Non ASN menjadi PPPK sesuai kompetensi
sebagaimana diatur melalui Perpres 38 Tahun 2020, disamping juga
menemukan solusi lain untuk mengakomodir mereka yang benar-benar
tidak lagi bisa diangkat menjadi ASN ataupun PPPK, agar dampaknya
dapat diminimalisir seperti bertambahnya jumlah pengangguran dan
tingkat kemiskinan.

< Rapat kerja komisi I DPRD dengan KPID sumatera barat dalam rangka
membahas penguatan tugas dan fungsi kelembagaan KPID sumatera
barat, dengan hasil dan kesimpulan rapat yaitu, terkait dengan
kewenangan dan perlunya dukungan anggaran untuk melaksanakan
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program dan kegiatan pada lembaga KPI/KPID Sumatera Barat, antara
lain :

1. Menetapkan Standar Program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran

3, Mcng'awasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku
penyiaran serta standar program siaran

4, Mcml')crikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman
perilaku penyiaran serta standar program siaran

5. Melakukan Koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah,
lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Untuk menunjang kegiatan KPID Sumatera Barat dalam melakukan
Pengawasan Penyiaran agar terbentuk Penyiaran yang sesuai Adat dan
Budaya Masyarakat Daerah Sumatera Barat KPID bermohonkan agar
Anggarannya dimaksimalkan sesuai kegiatan KPID Sumatera Barat,
termasuk juga biaya untuk kelengkapan alat Sarana dan Prasarana yang
melakukan Pengawasan Penyiaran di Daerah Sumatera Barat. Atas
Kondisi tersebut, Komisi I akan menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan
menyampaikan usulan KPID kepada Badan Anggaran DPRD, maupun

TAPD agar kebutuhan anggaran di KPID dapat terpenuhi.
Rapat kerja komisi I DPRD dengan mitra kerja dalam rangka

pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
tahun 2021 dan tindak lanjut LHP BPK atas LKPD Prov. Sumbar serta LHP

kinerja pembangunan Infrastruktur bangunan gedung Tahun 2020. Rapat
kerja tersebut dilaksanakan di ruang rapat Istana Bung Hatta Bukittinggi
dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I, sedangkan 16 OPD mitra Komisi I
yang hadir yaitu, Asisten I Setda. Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera
Barat, Dinas Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat, Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, BPSDM Provinsi Sumatera
Barat, Badan Kesbang Pol Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Barat, Komisi Informasi dan KPID, Badan Penghubung
Sumatera Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, Biro
Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, Biro Pemerintahan dan Otda
Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sumatera
Barat, Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi

Pembangunan Setda Prov. Sumatera Barat.
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Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisl I, disimpulkan
beberapa point penting sebagai berikut :

- Masih terdapat sisa anggaran pada masing-masing OPD sehingga
menjadi SILPA di akhir Tahun Anggaran, namun secara kuantitatif
sudah ada penurunan terkait jumlah, schingga dapat disimpulkan
bahwa bagian perencanaan di masing-masing OPD masih belum
melakukan perencanaan dengan benar, karena kejadian ini sering
terulang stip tahun anggaran, padahal Komisi | sudah sering
.mengingatkan dalam setiap rapat pembahasan anggaran, oleh karena
itu Komisi I merekomendasikan kepada Gubernur dan Sekretaris
Daerah selaku Ketua Tim TAPD untuk melakukan pembinaan dan
memberikan perhatian khusus kepada 16 OPD yang belum maksimal
dalam melaksanakan perencanaan anggaran dengan baik dan benar,
sehingga pengalokasian Anggaran Belanja dimasing-masing OPD
tersebut bisa tepat sasaran dan bisa meminimalisir SILPA di akhir

tahun anggaran.
- Terkait rendahnya capaian realisasi
diprogramkan melalui Propemperda Tahun 2021, maka komisi I

meminta kepada Biro Hukum untuk dapat lebih selektif dalam
menentukan dan memasukkan ranperda kedalam Propemperda,
sehingga target ranperda yang akan di syahkan menjadi perda dapat

Ranperda yang sudah

tercapai.
- Tidak tercapainya target Kinerja Inspektorat, disebabkan kurang

maksimalnya dukungan anggaran, disamping juga tingkat SDM yang
belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang cukup, sehingga
diperlukan peningkatan dan penguatan tugas fungsi Inspektorat
sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), maka dengan ini
Komisi I meminta kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk
mengalokasikan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun
2020, dimana anggaran Inspektorat Daerah adalah sebesar 0,6% dari
total anggaran belanja daerah. Seperti di ketahui bahwa saat ini
anggaran yang di alokasikan oleh TAPD kepada Inspektorat Provinst
adalah sebesar 0,26% dari total belanja daerah sedangkan kebutuhan
anggaran untuk Tahun 2021 adalah sebesar 0,37% dari total belanja
daerah, sehingga membawa pengaruh terhadap capaian kinerjanya.
Terhadap Pekerjaan Infrstruktur gedung dan bangunan yang helum
selesai dan belum mempunyai target penyelesaian diantavanya
Pembangunan Gedung Stadion Utama, Pembangunan  Gedung
Kebudayaan, Pembangunan Gedung Shelter Linggarjati, Pembanginan
Gedung IGD Terpadu RSUD Dr. Achmad Mochtar, Pembangunan Gedung
OK Central RSUD M. Natsir, maka Komisi | mendorony Pemerintal

adalah,
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Daerah agar kiranya  dilakukan langkah-langlah  strategls untulk
mengatasi  permasalahan yang  sedang  dihadapl, misalnya hasur
dilakukan pemetaan permasalahan serta monitoring dan evaluasi
secara keselurnhan terhadap  Pekerjaan  Infrstruktur pedung  dan
bangunan yang belum selesai tersebut, sehingga diharapkan nantinya
tidak lagi menjadi objek temuan BPK setiap tahunnya.

= Untuk pembangunan Guest House yang penganggarannya di Dinas
PUPR, Komisi I merekomendasikan agar Dinas PUPR melakulkan kajlan
terhadap perencanaan pembangunan gedung, baik darl anggaran
maupun dari segi kegunaan dan pemanfaatan gedung tersebut,
sehingga pembangunannya dapat diselesaikan tepat waktu dan manfaal
dari gedung tersebut sesuai dengan kebutuhan yang drioritaskan,

- Dari paparan yang telah disampaikan oleh seluruh OPD, dimana tidak
ada kendala dan hambatan yang berarti dalam hal pencapaian target
realisasi anggaran, hal ini terlihat dari realisasi keuangan dan realisasi
fisik rata-rata OPD diatas 95%, namun masih perlu perbaikan dalam hal

perencanaan anggarannya, sehingga anggaran yang telah dialokasikan
betul-betul terealisasi sepenuhnya, karena masih ada OPD yang belum

melakukan perencanaan anggaran dengan benar sehingga masih

ditemukan SILPA di akhir tahun anggaran.
— Perlunya dilakukan kajian yang komprehensif terkait analisa jabatan

dan beban kerja pada Inspektorat sehingga kendala dan permasalahan
yang selama ini dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan tugas dan
fuangsinya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP)

dapat diatasi.
— Perlu dilakukan kajian bersama, antara Badan Kepegawaian Daerah,

Biro Organisasi, Biro Hukum dan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dalam pemetaan kebutuhan ASN, peningkatan SDM serta
membuat aturan dalam hal penentuan tugas dan fungsi dari masing-
masing OPD, sehingga tidak ada lagi OPD yang kekurangan pegawai dan
tidak ada lagi OPD yang tumpang tindih melaksanakan tupoksi OPD

lainnya.
— Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas

Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan Tahun
2020, Pemerintah Daerah harus segera menindak lanjutinya sesuai
dengan rekomendasi yang telah disampaikan dalam LHP tersebut.

_ Terkait dengan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, Komisi berharap tidak hanya dengan melakukan penyetoran ke
kas daerah saja dan membuat surat teguran kepada pejabat yang

bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut, namun harus di ikuti
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dengan tindakan tegas dan nyata sehingga temuan serupi tidak

terulang lagi di tahun berikutnya,

Untuk semua  Rekomendasi yang disampailkan oleh BPK kepada

Gubernur  dan  OPD  terkait agar sesegera  mungkin untuk
PK

menyelesaikannya serta menindaklanjuti sesual dengan arahan 13

tersebut.
S Pada t: . v E i ) p
5. Pada tanggal 12 Juli 2022, komsi | melaksanakan rapat kerja dengan 3
i Bawasly, dan Badan Permusyawaratan Desa/Nagari

agenda , yaitu deng:
> . ars D esins ; .

Sumatera Barat, dan membahas hasil Evaluasi Ranperda KIP, yaitu sbb :

& at K \E ) g 5 N o . .

Rapat kerja dengan Bawaslu, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :
Bawaslu Sumbar dalam menghadapi pemilu serentak Tahun 2024 yang

>
akan datang. telah melakukan langkah-langkah dan tahapan sesuai tugas
dan kewenangan yang dimiliki, antara lain pengawasan terhadap
pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilu, maupun pihak
pelaksana pemilu.

~ Dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Sumbar telah
melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan
Pemerintah Kabupate/Kota di Sumtaera Barat.

¥ Kendala yang dihadapi Bawaslu Sumbar adalah, minimnya dukungan

dan kegiatan yang telah

anggaran untuk mendukung program
direncanakan, dimana sebelumnya usulan anggaran yang diajukan

sebesar 99 Milyar, namun setelah dilakukan rasionalisasi, disepakati
menjadi 49 Milyar, sehingga Bawaslu perlu melihat kembali prioritas
program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menghadapi pemilu

serentak tahun 2024 yang akan datang.
Upaya yang telah dilakukan Bawaslu Sumbar terkait dengan anggaran

&
yang dirasionalisasi, adalah dengan melakukan sharing anggaran dengan
pemerintah Kabupaten/Kota.

% Selain permasalahan rasionalisasi anggaran, diperlukan juga Kantor yang
representative untuk mendukung semua program dan kegiatan, dimana
hingga saat ini kantor Bawaslu Sumbar yang ditempati sekarang masih

di milik Universitas Terbuka, dengan status tanahnya adalah milik

menja
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Terkait dengan penganggaran Komsi | meminta agar Perlu kiranya dilihat

lagi terkait program dan kegiatan yang prioritas pada Bawaslu Sumbar
untuk persiapan menghadapi pemilu serentak tahun 2024, dimana usulan
awal perencanaan anggaran untuk membiayai program kegiatan yang
direncanakan telah dirasionalisasi yang semula dianggarkan sebesar Rp.

99 Milyar, menjadi Rp. 49 Milyar.
& Bawaslu perlu secara cermat dalam membuat program dan kegiatan
ndukung kesiapan pemilu serentah tahun 2024, artinya

dalam me
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anggaran yang telah dirasionalisasi jangan sampai mengganggu persiapan
E.Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024 tersebut.
Jika hasil rasionalisasi tidak sesuai dengan kebutuhan ril, maka Bawaslu
P'Cl'lu untuk mebuat langkah-langkah strategis agar anggaran yang sudah
dirasionaliasi dapat di evaluasi kembali olch Pemerintah Dacrah.
< Secara prinsip DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui komisi I akan
mendukung seluruh program dan kegiatan Bawaslu Sumbar untuk
menghadapi pemilu serentak tahun 2024, terutama yang terkait dengan
kebutuhan anggaran.
Rapat Kerja Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam rangka Hearing
Dengan Badan Permusyawaratan Desa Terkait Persiapan Rakornas BPD Se-
Tanah Air Di Padang yang akan dilaksanakan bulan September mendatang,
dengan Kesimpulan rapat sbb :
< Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mandatory UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, berperan sebagai pelaksana fungsi
pemerintahan di tingkat desa. BPD hadir sebagai wujud demokratisasi
dalam menciptakan good governance desa yang professional dan
aspiratif.
< Setelah dilaksanakan Rakornas I di Bandung pada tanggal 25-26
November 2021 telah dirumuskan program kebijakan strategis nasional
dan program kerja BPD se Tanah Air, dimana salah satu rekomendasi
Rakernas Bandung adalah memilih dan menetapkan Sumatera Barat
sebagai tuan rumah Rakornas I BPD se Tanah Air yang akan dilaksanakan
pada tanggal 9-11 November 2022 yang akan datang, oleh karna itu BPD
Sumatera Barat sebagai panitia penyelenggara Rakornas di maksud

meminta masukan dan dukungan DPRD Provinsi Sumatera Barat

terutama melalui Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat yang

membidangi urusan pemerintahan.
Komisi I sangat mendukung kegiatan Rapat Koordinasi Nasional terkait

Badan Permusyawaratan Desa se Tanah Air yang akan diadakan di
Padang, dan perlu didukung oleh semua pihak, terutama yang terkait
dengan anggaran, mungkin bisa ditampung kedalam APBD Perubahan.
Mengingat banyaknya jumlah peserta yang akan hadir menurut perkiraan
lebih dari seribuan orang, maka Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat
perlu mengetahui sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh
Panitia penyelenggara Kegiatan, karna ivent yang diadakan adalah ivent
besar berskala nasional, tentunya panitia harus bekerja keras dan
melibatkan semua pihak.

DPRD Provinsi Sumatera Barat secara kelembagaan akan mendukung

penuh kegiatan Rakornas tersebut dengan mendorong Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat untuk terlibat aktif dalam menyukseskan
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kegiatan Rakornas, karna kepiatan tersebut akan berdampalk positif bag
daerah

Rapat Kevja Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Membahzs

Hasil Evaluasi Mendagri Perda Tentang Keterbukaan Informasi Publix (Xip),

dengan Kesimpulan rapat shb :

N Sesuaidengan  surat Dirjen OTDA  Kemendagri  Nomor
188.34/3779/0TDA tanggal 2 Juni 2022, telah ditetapkan hasil fasilitasi
t.m'hndnp Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari hasil
fasilitasi  tersebut, terdapat beberapa penyempurnaan yang periu
dilakukan sebelum ditetapkan.

< Setelah dilakukan inventarisasi, terdapat beberapa point yang hzrus
disempurkan kembali yang pada prinsipnya tidak substansial, judul
Ranperda semula Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggzrzan
Pemerintahan Daerah, disesuikan menjadi Keterbukaan Informasi Publik
(mengacu saja kepada UU No 14 Tahun 2008), perubzhzn padz
konsideran menimbang, konsideran menginggat terdapat beberapz
penyesuaian terkait dengan payung hukum dalam pembentukan
Ranperda, Penyesuaian terhadap nomenklatur atau pengertian terhadzap
Badan Publik yang narasinya disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan, dll.

< Point penting dalam muatan perda KIP antara lain adalah, adanyz
kewajiban Badan public, keberadaan Perda KIP akan memperkuat
kedudukan Komisi Informasi (KI).

& Perda harus ada Reward dan Punisment, disamping itu juga harus
disosialisasikan dengan massif kepada masyarakat secara luas.

6. Pada tanggal 20 s.d 23 Juli 2022, Komisi I Rapat Kerja dengan Mitra terkait
pembahasan awal rancangan KUA PPAS Tahun 2023, disimpulkan hasilnya sbb

< Dalam rangka melaksanakan Pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2023,
Komisi | melakukan kajian terhadap Rancangan Kebijakan tersebut
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur dalam Nota
Pengantar Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 pada Sidang
Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Juli 2021, serta
melakukan perbandingan dengan Alokasi Anggaran APBD Tahun 2022
untuk melahirkan sebuah rekomendasi yang akan disampaikan kepada
Badan Anggaran DPRD sebagai bahan pertimbangan pada Rapat
pembahasan dengan TAPD.

& Dalam Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023 ini semua OPD dan mitra
kerja yang berada dalam ruang lingkup Komisi I DPRD Provinsi Sumatera
Barat telah mempedomani Permendagri No 90 Tahun 2019 sedangkan
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Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023

masih menunggu dari Kementerian Dalam Negeri.
¢ Tidak seragamnya Sebagian OPD dalam memakai sub kegiatan pada
kegiatan Administrasi Keuangan, sehingga menimbulkan tanda tanya,
terlebih kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh
OPD, sehingga perlu dilakukan penyeragaman semua OPD dalam
pemanfaatan anggaran pada kegiatan Administrasi Keuangan tersebut.
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat berkesimpulan bahwa kebijakan
umum dan pagu anggaran KUA-PPAS Tahun 2023 untuk masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah masih dibawah kebutuhan riil, namun
demikian Komisj | sebagai mitra kerja akan memperjuangkan di Badan
Angaran, sehingga untuk kegiatan yang betul betul prioritas terutama
untuk kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Gubernur
yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
Dengan telah ditetapkannya Plafon Anggaran Sementara untuk seluruh
OPD, dimana masing-masing OPD telah menyampaikan kepada Komisi I,
dalam penyampaiannya sebagaian besar OPD dapat menerima Plafon
anggaran yang telah disampaikan kepada masing-masing OPD, yang
nantinya akan di masukkan kedalam program dan kegiatan yang betul-

betul strategis dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan
Wakil Gubernur.

C. Kunjungan Kerja dan Kegiatan Dalam Daerah :

Kunjungan Kerja dan Kegiatan dalam daerah yang dilaksanakan oleh Komisi I
selama Masa Persidangan Ketiga, dengan rincian sbb :
< Tanggal 10 Mei 2022, kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam
rangka Monitoring terkait Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
< pada tanggal 14 s.d 15 Mei 2022, Kunjungan Kerja terkait Pengelolaan
dan Transparansi Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Dharmasraya.
< padatanggal 21 s.d 22 Mei 2022 Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD
Provinsi Sumatera Barat bidang pemerintahan dan hukum,
telahmelakukan Kunjungan Kerja terkait Pengelolaan dan Transparansi
Dana Desa Tahun 2021 ke Kabupaten Pasaman.
< pada tanggal 24 Mei 2022 Kunjungan Kerja Komisi I terkait Pengawasan
terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN]) di Kota Bukittinggi.
< pada tanggal 25 Mei 2022 Kunjungan Kerja terkait Pengawasan
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[?ada tanggal 27 s/d 29 Mei 2022 Kunjungan kerja dan sebaligus

Regiatan Rapat Kerpa Komisi | bersama Sekda dan OPD terkan dalam
rangka membahas, Survey Setara Institute dan Indebes Demokrasi o
Bukittingn

Fada tanggal 10 s/d 11 Mel 2022 Mmelakukan Kunjungan Kerja
Pengawasan  terkait  Peranan Satpol PP dalam Penyelenggarnaan
Netertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pada tanggal 2 sd 5 Juni 2022 Komisi | menghadins Bimbingan Tekbhinis
Fimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanaban dan,
hertempat i Hotel Novotel Kots Hukittinggi dengan tema "Pendalaman
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendagr tentang
Fenyusunan APHD Tahun 2021

Pada tanggal 11 59 12 Juni 2022 Kunjungan Kerja terkait Pengelolaan
dan Transparans Dana Desa Tahun 2021 ke Kabupaten Pasaman Harat
Pada tanggal 14 5.4 15 Juni 2022 Kunjungan kerja ke Kota Bukittingg)
seialipus Rapat Kersa Komisi | hersama OPD dalam rangks Pembahasan
Tindak Lanjut LHPBPK R dan Ranperda tentang Pertanggung jawaban
APBD Tahun 2021
Pada tanggal 18 s.d 19 Juni 2022 Kunjungan Kerja terkait Penpelolasn
dan Transparanst Dana Desa Tahun 2021 ke Kabupaten Pesisir Selatan
Pada T-mm' 01 sd 04 Juli 2022 Kunjungan Kerja terkan Ptnpwauﬂ
terhadap  Pelaksanaan  Program  Pelayanan  Admimistras: Terpadu

Kecamatan (PATEN)
Pada tanggal 05 s.d 06 Juli 2022, Kunjungan Kerja terkait Pengawasan
terhadap  Pelakwanaan  Program  Pelayanan  Administrast  Terpadu

Kecamatan (PATEN)
Pada tanggal 07 Juli 2022, Kunjungan Kerja terkait Pengawasan

terhadap Pelakwinaan  Program  Pelayanan  Administras Terpadu

Kecamatan (PATEN), ke Kota Solok,
Pada tanggal 20 s.d 23 Juli 2022, Kunjungan kerja sekaligus rapat Keria

dalam rangka Pembahasan KUA PPAS Tahun 2023 di Kota Rukittingg.
Pada tanggal 04 s.d 05 Agustus 2022, Kunjungan Kerja Ke Kabupaten
Pasaman Barat terkait Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pada tanggal 06 s.d 07 Agustus 2022 Kunjungan Kerja terkait
Pengelolaan dan Transparanst Dana Desa Tahun 2021 ke Kabupaten

Pesisir Selatan,
Pada tanggal 08 s.d 10 Agustus 2022, Kunjungan Kerja Ke Kota Padang
Panpang dan Kabupaten Tanah Datar terkait Pengawasan terhadap

Pelaksanaan  Program  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan

(PATEN).
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Pada l.'".w' 20

’ sd 21 Agustus 2022 Kunjungan Kerja terkait
Pevinjauan

apangan  berkaitan Songen pombshacsn KUFA PPAS
Perut '
erubahan Taun 2022

T cdan peninjauan techadap Pengelolaan dan
f

N LAY
BRArans Dana Deyy ke Kabupaten Pasaman

O Kunjungan Kerja Luar Daerah

,\,‘)‘T\m | “.:J"x~"r""'""«“un dan Hukum DPRD Provins Sumateras Harat
;. .n;.«:;.l A0 Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagal berikut
' ada tanggal 17 « g 20 Mei 2022 Kunjungan kerja dalam rangka Study

banding tentang peranan Hadan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur sipil negara [ ASN ) di Provins Hisu

o Padatanggal 1344 16 an 2022 Kunjungan kerja dalam cangkas Study
Randing ke Anfungan T™MI i lakarta dengan tema “Peran Badan
Penghubung teriasn Tugas dan Fungeinya sebagal OFD yang memfasilitay
Negiatan Pemerintahan Daerah Provine Sumaters Barat pada Anjungan
Taman Min, Indonesia Indah {T™I1)

+ Padatanggal 24 5.4 27 puni 2022, study Komperatif Masa Persidangan
Ketiga Tahun 2022 ke Yogvakarta (DIY), dengan tema "Peninglatan
Exonomi Masyarakat melalui Hadan Usaha Milik Desa (HUMDes)” ke Desa
Panggunghario Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dan dilanjuthan
dengan  pemingavan terhadap  kondisi  Asset  Pemerintah  Provins
Sumatera  Barat yang berads di Yogyakartaberupa Gedung Asrama
yang digunakan untuk Mahasiswa Sumatera Barat.

KoMisin

Telama Masa Peruidangan Ketiga Tahun 202172022, berdasarkan jadwal
Cegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provins
Sumatera Barat, Komist I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan
Tangrinya sesual dengan bidangnya yaitu Bidang  Fkonomi, selama Maca
Persidangan Ketiga Tahun 202172022, Komisi 11 telah melaksanakan agenda
wegratan rapat-rapat sebanyak 7 (tujuh) kali seperti - Rapat internal Komisi, rapat
“erja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah  Provinsi Sumatera
Harat (Mitra Kerja Komist 11, dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan
Laprangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan

“unpungan Kerpa Luar Provinsi { Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif).

Untuk lebih pelasnya Agenda kegratan Komisi 11 DPRD Provinsi Sumatera Barat
packa Masa Persidangan Ketiga Tahun 202172022 adalah sebagai berikut -
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<+ Pad.a.tanggal 20 s.d 21 Agustus 2022 Kunjungan Kerja terkait
Peninjauan lapangan berkaitan dengan pembahasan KUPA PPAS
Perubahan Taup 2022, dan peninjauan terhadap Pengelolaan dan
Transparansi Dana Desa ke Kabupaten Pasaman.

D. Kuniu_ngan Kerja Luar Daerah :
Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat

mlelaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :
. Pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2022, Kunjungan kerja dalam rangka Study

banding tentang peranan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dalam peningkatan kapasitas aparatur sipil negara ( ASN ) di Provinsi Riau.

2. Padatanggal 13 s.d 16 Juli 2022, Kunjungan kerja dalam rangka Study
Banding ke Anjungan TMII di Jakarta dengan tema “Peran Badan
Penghubung terkait Tugas dan Fungsinya sebagai OPD yang memfasilitasi
kegiatan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Anjungan
Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

3. Pada tanggal 24 s.d 27 Juli 2022, Study Komperatif Masa Persidangan
Ketiga Tahun 2022 ke Yogyakarta (DIY), dengan tema “Peningkatan
Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” ke Desa
Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dan dilanjutkan
dengan peninjauan terhadap kondisi Asset Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat yang berada di Yogyakartaberupa Gedung Asrama
yang digunakan untuk Mahasiswa Sumatera Barat.

KOMISI II

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, berdasarkan jadwal
Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi
Sumatera Barat, Komisi Il DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi, selama Masa
Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, Komisi II telah melaksanakan agenda
kegiatan rapat-rapat sebanyak 7 (tujuh) kali seperti: Rapat internal Komisi, rapat
kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera
Barat (Mitra Kerja Komisi 1I), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan
Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan
Kunjungan Kerja Luar Provinsi ( Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif).

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisl II DPRD Provinsi Sumatera Barat
pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 adalah sebagai berikut :
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Rapat-Rapat Komis; :
Selama masa persidan
DPRD Provinsij Sum
sebanyak 7 kali denga

gan Ketiga Tahun 2021/2022, Komisi Il Bidang Ekonomi.
atera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi
N agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1)Membicarakan masalah internal komisi 11/ Bidang Ekonomi
2)Membahas pro

kunjungan kerj gram kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat  kerja

a komisi 11 Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

S)r]zlsnb?hlas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi I baik dari

4)Membahas hal -ha] lain yang dirasa perlu.

A.RAPAT INTERNAL KOMIS] :
1. Tanggfil 09 Mei 2022, Komisi Il DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan
lr{apa't Internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh
omisi Il selama masa persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

2. Tanggal 06 Juni 2022 rapat internal Komisi Il membahas tentang
Penjadwalan kegiatan komisi Il baik kegiatan Komisi-Komisi membahas
surat-surat masuk dari mitra kerja,masyarakat,LSM,Organisasi sosial
politik dan lembaga lainnya.

5. Tanggal 11 Juli 2022 Rapat internal komisi II membahas tentang
Penjadwalan Ulang agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi
Dalam Daerah maupun Luar Daerah.

4. Tanggal 12 Agustus 2022 Rapat internal komisi 1l membahas tentang
Lanjutan Penjadwalan kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi dan
membahas surat-surat masuk dari mitra kerja,masyarakat,LSM,Organisasi
sosial politik dan lembaga lainnya.

B. RAPAT KERJA /HEARING :
Komisi I Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan

Hearing/Dialog sebagai berikut :
1. Pada Tanggal 12 sd 13 Mei 2022 Komisi II melaksanakan Rapat Kerja

bersama OPD/Mitra Kerja dengan Agenda membahas alih fungsi hutan dan
inventarisasi Hak Guna Usaha (HGU) yang ada pada dinas kehutanan,
perkebunan, tananaman pangan dan hortikultura.

2. Pada tanggal 14 s/d 17 juni 2022 Komisi Il melaksanakan Rapat Kerja
bersama Mitra Kerja dengan Agenda membahas ranperda tentang
pertanggung jawaban APBD tahun 2021 dan laporan hasil pemeriksaan

(LHP) BPK Rl atas LKPD Prov. Sumbar.

3. Pada tanggal 20 s/d 23 juli 2022 Komisi 1l melaksanakan Rapat Kerja
bersama OPD/Mitra Kerja membahas awal rancangan KUA-PPAS tahun

2023.
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II. :(‘l"li'll.lu’;l:u; Kerja Dalam Daerah :
omisi 3id: 2 oo b
Kunjungan :{':““8 Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan
bunltem h'ljc’l Dalam Daerah Dalam Rangka melakukan pengawasan dan
C - ” Ser a 333
gl pcrr'n; !Tdngan terkait dengan produktifitas komoditi unggulan pada
' anian dan pelaksanaan program pembudidayaan tanaman pangan

dan hortikultura ke Kabupaten se-Sumatera Barat, sebagai berikut :
) ggld?t tanggal 21 s/d 22 Mei 2022 Komisi I DPRD Provinsi Sumatera
D'lt;l" melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Tanah
> gadat tanggal 24 s/d 25 Mei 2022 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera
»aral, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Lima
Puluh Kota,
! gada tanggal 27 s/d 28 Mei 2022 Komisi Il DPRD Provinsi Sumatera
arat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam

me]akukan pengawasan terhadap penyelengaraan pemerintahan urusan
bidang sumber daya alam tentang program nagari mandiri pangan.

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan
Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan urusan bidang perekonomian dalam
meningkatkan ekonomi masyarakatnya dalam usaha kecil dan menengah

(industri rumah tangga) ke Kabupaten se-Sumatera Barat, sebagai berikut :
» Pada tanggal 04 s/d 05 juli 2022, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera

Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota

Payakumbubh.
Pada tanggal 06 s/d 07 juli 2022, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera

>
Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok.
5. Pada tanggal 06 s/d. 07 Agustus 2022, Komisi II DPRD Provinsi
Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke

Kabupaten Dharmasraya melakukan pengawasan tentang pembudiyaan
peternakan ayam modern alinea fram dalam upaya meningkatkan ekonomi

masyarakat.
III. Kunjungan Kerja Luar Daerah:
Komisi 11 Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan
Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. Tanggal 17 sd. 20 Mei 2022 Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat

melakukan Study Komperatif ke Provinsi Riau ke Prov. Riau dalam rangka
au dalam rangka peningkatan produksi

“Upaya Pemerintah Provinsi Ri
perikanan sekaligus pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan
perikanan serta pengolahan Mangrove yang dikelola oleh Kelompok

masyarakat.
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Dari § :
I.,mvi”:';:};”l’f":;;;::";f('i'l"': yang dilalealian oleh Komisi 11 ke Pemerinatahan
Rombona, i masulaimn-mannlan sehagal berikut ;
1Ban Komisi 1y diterima olel Kepal; Dinags Kelautan dan Perikanan
dengan hagj) kunjunpan solyi. AL Ellish Tetmiton & '
Bansebagal berilt ;
a. Provinei p
' ,l,:,:?i\,;l:,l;;:lnl;f;:::l”:::;‘:::”"“,Ifl’d”' !'mlcn,'.'l yang sangat  besar 'pa'dulsal"lm’)i
diketahuj potensi dan ):::;" -““:“"“' ’|mrlk:m':n’x yealy h“”“h- b-url%d ""';ll)'ld
perikanan tarsabs pengembangan  hilirisasi dan ekspor pada sektor
D 4o ' -
;‘;ﬂ(')cvlll:h;e:‘.:i;:“p,":::,,;::'.);l;UI/,;” potensi yang sangat besar umuk' (?kspor
seperti Singapurs N‘l) l-{ .|.u' yang sangat dlcknl dengan negara lclang’ga
tkan - {lc »' ., ’-l .ly.s'l.l dan Negara tetanppa l:nnn'ya memerlukan
tkan hidup atau fkan segar, tentu banyalk sekali peluang untuk
melakukan kerjasama dengan Negara tetangpa tersebut, untuk Provinsi
Sumatera Barat ingin melakukan kcrjn;nJma dengan Provinsi Riau
unt.uk memasarkan sebagian produksi ikan yang ada di Sumatera Barat,
sehingga dapat memberikan keuntungan bagi Daerah Sumatera Barat.

b. Untu.k pengelolaan mangrove di Provinsi Riau ada sekitar 225 Ha maka
Provinsi Riau ditetapkan sebagai Provinsi untuk mengembangkan
mangrove, untuk tanaman merupakan kewenangan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tapi aktifitas perairannya tentu menjadi kewenangan
Dinas Kelautan dan Perikanan.,

C. Di Sumbar juga banyak terdapat Hutan Mangrove tapi belum dikelola
secara baik, untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ingin
mengetahui bagaimana kolaborasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan
dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga keberadaan
mangrove dapat terkelola secara maksimal dan dapat diberdayakan.
Disamping mendapatkan sumber pendanaan dari 2 Kementerian dari

KKP dan KLHK.
d. Dalam pengeloaan penangkapan ikan baik dari laut berupa bagan tancap

biasanya diwaduk dan bagan untuk melaut, karena mengacu pada
aturan sampai 60 GT adalah merupakan kewenangan Provinsi , disaat
terjadi kapal mesin dengan muatan 30 sd 60 GT masih kewenagan
Provinsi dan diatas 60 GT merupakan kewenangan Pusat. Perizinan akan
bermuara pada PAD. Baik dari penerimaan langsung atau bagi hasil

pajak.
Kesimpulan / Saran
1. Provinsi Riau memilikki letak yang sangat strategis dengan bberapa
provinsi tetangga, sehingga sangat memungkinkan bagi Provinsi Riau
untuk melakukan ekspor ke negara tetangga, sehubungan dengan dengan
ha tersebut, Provinsi Sumatera Barat juga memilikki potensi sumber ikan

yang cukup melimpah, sehingga diharapkan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi

Riau dalam memenuhi ekspor ikan tersebut.
Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

il
Laporan Kinerja DPRD Masa Fet s
Ketiga Tahun 2021 /2022

. r?]l:a_rapkan dengan kerjasama antara Sumbar dan Rial dapat
ningkatkan perekonomian masyarakat pada sektor perikanan gah

3. lI;eng.elo']aam mangrove di Provinsi Riau dapat dijadikan con
rovinsi Sumbar sehingga keberadaan mangrove terjaga dengan baik.

2. Tanggal 13 sd. 16 Juli 2022 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat
melakukan Study Komperatif ke Provinsi ke Prov.DKI Jakarta dalam rangka
Stud.x Komparatif terkait dengan Upaya Pemerintah Prov.DKI Jakarta dalam
mer'nngkatkan Produksi Perikanan dan Hilirisasi Produk Olahannya.

Dari Study Komperatif yang dilakukan oleh Komisi II ke Pemerinatahan
Provinsi DKI Jakarta, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut:
Rombongan diterima oleh  Kepala BPSDM DKI Jakarta Mochhamad
Miftahulloh Tamary, SSTP, MT, MSc , KepalaDinas KPKP Ibu Suharini
Eliawati serta Kabd Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian ( DKPKP ) ibu Eny Suparyani.
Pertemuan dilaksanakan di Kantor BPSDM DKI Jakarta yang dihadiri oleh
seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi Il dan juga dihadiri oleh Kepala Dinas

DKP Provinsi Sumatera Barat dan Kadis Perindag.
Ketahanan Pangan,

Dalam paparan yang disampaikan oleh Kepala Dinas
kan bahwa untuk

Kelautan dan Pertanian ( DKPKP ) antara lain menyampai
kebutuhan ikan bagi warga DKI Jakarta dipusatkan di Pasar Grosir Muara
Angke dan pasar - pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya serta pasar — pasar

lingkungan.

Jumlah kios di Pasar Gr
pedagang , di Jakarta Pusa
sebanyak 106 , daerah ]a
Selatan 33 buah kios dan Jakarta Uta

segar.

osir Muara Angke sebanyak 1.358 dengan 524
t sebanyak 387 buah kios / lapak, Jakarta Timur

karta Barat sebanyak 58 buah kios dan Jakarta
ra 22 kios yang menjual ikan baik yang

Dalam rangka membantu masyarakat seperti Lansia, penghuni Rusun Pemda /
Kartu Pekerja, Penyandang Disabilitas serta Guru Honorer / Kader PKK dalam
DKI Jakarta kepada 1.132.207 KK yang

pemenuhan gizi Pemda Provindi
disebut penerima manfaat yang terdiri dari Paket Ikan Kembung,

Distribusi dan Pemasaran perikanan dari Pelabuhan Muara Angke
Rata - rata Distribusi dan Pemasaran Perikanan di Muara Angke Pertahun

» Rata - rata pemasaran ikan tujuan Ekspor 28,215, 9 ton / thn yang
berasal dari produk UPI/Cold Strorage sebesar 23,5% dengan total nilai

pemasaran Rp. 1.78 triliun
regional 19.772,4 ton/tahun, berasal

Rata - rata pemasaran ikan tujuan
dari hasil produk UPI / Cold Strorage dan Produk PHPT  sebesar 16,5%
dengan total pemasaran Rp. 890,7 Miliar
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‘ “A {; ul; : 03 & 02 ¥ s 2 5 .
o ('“'“"’ l'ujl"' !""'“Mm_udn ilkan tujuan Jabodetabek 72,273,8 ton / thn yaitu
danas "fh" dari hasil produk PHPT dan Penjualan di Pasar Grosir
Ban total nilai pemasaran Rp. 3,24 Triliun
Gila - rat; A prr e 1
Ia ', ”n ia Distribusi pemasaran ikan 120.282,2 ton / tahun dengan nilai
pemagaran 5,91 triliun / tahun
K,“’m;“,hf:,”. ilan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 477,276 ton pertahun
yang hersaal dari Luar daerah + 63%, impor +10% dan lokal + 27%

Dengan besarnya lebutuhan ikan yang ada di Provinsi DKI Jakarta maka
sangat — memungkinkan bagi daerah Sumatera Barat untuk
mendistribusikan  hasi perikanan Sumbar ke Provinsi DKI Jakarta.
Dengan kualitas yang terbaik,

3. Tangpal 24 5d. 27 Juli 2022, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat
melakukan Study Komperatif ke Provinsi Riau terkait dengan Optimalisasi
Sektor Kehutanan  dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan
I’cnycl’csalan Kebut Sawit masyarakat serta pemegang HGU Perkebunan.

Dari Study Komperatif yang dilakukan oleh Komisi 11 ke Pemerinatahan

Provinsi Riau, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :
Rombongan Komisi Il diterima oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi

Sekretaris Perkebunan dan Perwakilan Dinas LHK Provinsi Riau
Kawasan Hutan di Provinsi Riau meliputi 59,99% dari seluruh total luas

daratan,

Kegiatan Sektor Kehutanan.
1,PBPH merupakan pemanfaatan hutan oleh koperasi dan Badan Usaha

melalui pemanfaatan HHK, HHBK dan Jasling
2. Perhutanan Sosial merupakan pemanfaatan hutan oleh kelompok

masyarakat ( KTH, Gapoktan, MHA melalui 5 Skema persetujuan HTR,

HKm, HD, Hukum Adat dan Kemitraan
3. PPKH merupakan penggunaan kawaan hutan untuk kegiatan di luar

kehutanan antara lain PSN, energi, migas, Hankam, pertambangan,

infrastruktur
4, IPHH merupakan industri pengolahan hasil hutan ( hilirisasi bahan baku )

Sedangkan untuk kegiatan KPH DLHK Provinsi Riau.

a, Penanaman / Rehabilitasi berupa bantuan MPTS
h. Pelatihan berupa pelatihan budidaya minyak serai, budidaya kopi liberika,

lebah kelulut |
Ekonomi Produktif berupa alat suling minyak serai, setup

¢. Bantuan Alat

budidaya, lebah dan alat ektraktor
d. Fasilitas PS dan KUPS merupakan fasilitasi pra dan pasca izin.
Untuk Strategi Pengembangan sektor Kehutanan

» Dukungan percepatan Perhutanan Sosial
:Peningiatal; peran KTH berupa budidaya tanaman produktif dikawasan

hutan
Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lapovan Kinerja DPRD Masa Persidangan
Ketiga Tihun 2021/2022

» Pengemban .
Setffnpat, gan ekonomi difokuskan kepada kekhasan kawasan dan budaya
>::Slirll,slistl mkerupakan Revitalisasi industri ( investasi terhadap hilir bagi
an Kayu maupun Bukan Kayu ) dan pemasaran hasil hutan.

KOMISI 111
Selama masa persidangan Ketiga tahun 2021 - 2022 komisi 1ll/bidang keuangan

DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat rapat komisi sebanyak 12
kali dengan agendn kegiatan diantaranya sebagai berikut:
1) Membicarakan masalah internal komisi I1I/bidang keuangan
2) Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja
kunjungan kerja komisi [lI/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

3) Silaturrahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi Il
4) Membahas dan menindak lanjuti surat-surat masuk ke komisi Il baik dari

masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
5) Membahas hal -hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :
1. Tanggal 09 Mei 2022, komisi Il DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan

rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi
Il selama masa Ketiga tahun 2022 serta membahas dan membicarakan

tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Ketiga tahun 2022.

2. Tanggal 07 Juni 2022, komisi IIl DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan

rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi
Il selama masa persidangan Ketiga tahun 2022 Berdasarkan Jadwal Badan

Musyawarah Tanggal 06 Juni 2022.

3. Tanggal 12 Juli 2022, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan
rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi
Il Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa
persidangan Ketiga tahun 2022 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah

Tanggal 11 Juli 2022.

4. Tanggal 12 Agustus 2022, komisi Ill DPRD Provinsi Sumatera Barat
mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan
dilakukan oleh komisi Il Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda
Kegiatan selama masa persidangan Ketiga tahun 2022 Berdasarkan Jadwal

Badan Musyawarah Tanggal 12 Agustus 2022.
5. Tanggal 18 Agustus 2022, komisi [II DPRD Provinsi Sumatera Barat
mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan
dilakukan oleh komisi Ill Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda
a masa persidangan Ketiga tahun 2022 Berdasarkan Jadwal

Kegiatan selam
Badan Musyawarah Tanggal 18 Agustus 2022.
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B. Rapat keria/Hearing
1. Tanggal 12 Mej 20-- .
bersama Direli;izg‘.u K“m‘;‘il HIDPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja
Tentang permasa) }‘]’" Komisaris Bank Nagari  dalam rangka Pembahasan
' ~alahan Skimming rekening Nasabah Bank Nagari.

2. Tanggal 09 Juni 20-- ‘
i Juni 2022 Komig; lII'DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja

- Badan Pendapatan D
p aerah Provinci

Pajak Kendaraan Bermmotor rovinsi Sumatera Barat tentang pelayanan

- Badan Pengelolaay, i
€Uuang h . P ¢

Pergub No.07 Tahun 2071 gan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang
- Bank Nagarj Tentang p.' . . :

Skimming, & Perkembangan Penggantian uang Nasabah akibat

> Tangg?i] 14 s.d 15 Juni 2022 Komisi 11l DPRD Provinsi Sumatera Barat
}r)nenga akan Fapat Kerja,Pembahasan tindak lanjut LHP BPK-RI dan
embahasan Ranperda Tentang Pertanggung jawaban APBD Tahun 2021.

4. Tanggal 1?j Juli 2022 Komisi 111 DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan
rapat Kerja Bersama Mitra Kerja dalam rangka pembahasan Fasilitasi

Ranperda Tentang Pengelolaan keuangan daerah.
5. Tanggal 20 s.d 23 Juli 2022 Komisi 11l DPRD Provinsi Sumatera Barat
melaksanakan Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja,dalam rangka pembahasan
awal KUA-PPAS Tahun 2023,
Tanggal 15 Agustus 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat
melaksanakan rapat kerja bersama OPD Terkait pembahasan ranperda
tentang pengelolaan keuangan daerah.

7. Tanggal 19 s.d 21 Agustus 2022 Rapat Kerja Komisi Il DPRD Provinsi
Sumatera Barat bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan realisasi

semester pertama dan rancangan KUPA PPAS Perubahan tahun 2022,

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH
Komisi Il Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan

kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 16 Kali dengan rincian sebagai berikut:

“* 10 Mei 2022, Komisi Il1l/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat
Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selata Dalam Rangka Peninjauan Aset

SMK'N. 1 Tarusan. .
% 14 s/d 15 Mei 2022, Komisi Il DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten
Agam Dalam Rangka Peninjauan Terhadap koperasi dan UMKM Aisyiah

Ranting Matua Hilia _
% Zinsl;g 2; Mei 2022, Komisi IIl DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan
Kerja ke Kabupaten Tanah Datar Dalam rangka Peninjauan Terhadap Aset
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tpmnerintal i,-‘,

SMK Negenn oy 1,

. anah . v ‘ o
Surmatera Hara Datar g Merupakoan Mk £
28 Meir 2022, Komisy 113 DERD Provine o s Rarat
kot Perkembangan Aset IPTD \lﬁ ',..' :, L
Numatera h.n,n ' 1eY ilix  eme
’ -

'..7 s 28 Mej 2022, Komi 1 DPRD Provine &
v . ! ¢ 4 }
Pesinat ;w latan pemnpauan terhadan perkembangan Band
Panan d. Yoo . = rkem gan BHank
:c-h 1 : i ( l:" -,k‘ '""l("”«"l Terehad p UPTD Samsat Panandengan kesimpulan
- e Crkut. Solok terkait Perkembangan Vet UPTD PSKW  Milik
Pemenntahan Proving Sumatera Barat
’ll .\.(’: l'f Juni 2022, Komis 11 ppen Prov
:\ ;M .( abupaten Agam Dalam rangka Peninjauan aset SMAN 1 Palembayan
Rabupaten Agam yang merupakan aset mihik pemerintah provinsi sumatera
barat,
:8 3-1 19 lu'nl 2022, Komisi 11l DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan
eria ke UPTD Samsat Pasaman Barat Dalam rangka Penimjauan aset yang
merupakan milik pemerintah provinsi Sumatera Barat.
03 s.d 04 Juli 2022, Komisi 111 DPRD Provins: Sumatera Barat ke Kabupaten
Tanah Datar  Dalam rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Aset
Pemerintahan Sumatera Barat yang berada di Terminal Tipe B Piliang
Kabupaten Tanah Datar.
05 s.d 06 Juli 2022, Komisi 11l DPRD Provins: Sumatera Barat ke Kabupaten
syunpung,Peninjavan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM,
13 Juli 2022 Komisi 111 DPRD Provins: Sumatera Barat ke Kota Padang
Panpang Dalam rangka Peninpauan terhadap  Perkembangan Aset UPTD Panti

e K ;f--."’ pten

SaliiF P L v o

watera Harat ke Kabupaten

Nagart (abang

inst Sumatera Harat Kunjungan

Asuhan PSBR Harapan yang merupakan milik pemenntah provinsi sumatera

harat,
15 s.d 16 Juli 2022, Konusi I DPRD Provinst Sumatera Harat ke UPTD

Samsat Kota Bukittinggi Peninjauan terhadap perkembangan Pelayanan

Pembayaran pajak dan Retribusi.
04 Agustus 2022, Komisi [ DPRD Provins: Sumatera Barat ke UPTD Samsat
Arosuka kabupaten Solok dalam rangka Peninjauan terhadap Perkembangan
Aset yang merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

05 s.d 06 Agustus 2022, Komisi Il DPRD Provinsi Sumatera Harat ke
Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Pe.'j.:n;aum Aset SMA N 1 Lengayang
yang merupakan milik pemerintah Provinsi Sumatera Harat.

07 s/d 08 Agustus 2022, Komsi Il DPRD Provinsi Sumatera Barat ke
apuluh Kota Dalam rangka Peninjauan Perkembangan Aset

Kabupaten Lim . mban,
alan yang merupakan milik pemerintah provinsi Sumatera

SMA N | Pangk

Barat.
y Komisi 111 DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten

q s 2022,

2(,)](1‘(:;:‘:; rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UM’KM.

10 Agustus 2022, Komisi 111 DPRD Provinst Sumatera Barat ke Kota Solok

Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang
an Terhadap Perkembangan Koperasi dan

Perekonomian terkait peninjau

UMKM.
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KUNJUNGAN KE
Komisi [I1 Bida:él?(;}g:RaD%ERAH
kunjungan luar daerah S%:bl;n Pl}%{D Prpvinsi Spmatera Barat telah muluksglmk:m
1.17 s/d 20 Mei 2022,K0n¥2i I:]))I (tlga) kali,dengan rincian sehagai ‘l)(".l'lkll(:
Barat study komperatif . Iél_3ldang Keuangan DPRD l’rnvnr\‘S} bunml.m'i?
Riau tentang koordinas; ¢ Dinas Penanaman M9dal Dan PTSP Pr(.)v.m‘..sl.
sektor mpaspatl beriu
pemban gunanSl Eh’m.te}"garap optimal dalam membantu
e ekonomi di Sumbar, untuk itu perlu pemetaan
inl agar memberikan pendapatan v iifhagi daeral
Pada tahun 2020 iny pt dapatan yang l?erdampak p.osmflmgl daerah.
secara target mereksst e351 di Provms: Riau mencapai puluhan ll‘{llllll,
terpengaraki, rcapai bahkan ekonomi masyarakat pun ikut
S'glr-:ggrp;;;tlflilfa%dala.m menjan:n-g.investor mesti Qi.pelajari oleh
Proving Rigu ene juga memiliki banyak potensi,” )

. : ’ pémerlntah setempat telah melakukan kajian untuk
engoptimalkan investasi dalam pembangunan ekonomi, bahkan
merfika telah Pra Feasibility Study (FS ) dengan menghitung secara

detail potensi investasi.

Secara garis besar kegiatan ini merupakan upaya koordinasi
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan untuk
mengetahui target pencapaian realisasi di Provinsi Riau.

agar potensi investasi bisa berjalan optimal, DPMPTSP Sumbar harus
menjalin koordinasi dengan OPD lainnya, terutama badan pendapatan
daerah. Pada Provinsi Riau, DPMPTSP diberikan kewenangan luas
dalam pengawasan perizinan Sementara itu di Provinsi Sumatera Barat
perihal tanah ulayat masih menjadi momok investor di Sumbar, meski
pemrintah telah mempermudah akses perizinan namun saat eksekusi
terbentur pada lahan,Ketika para investor banyak mengurus perizinan
tentu berdampak pada PAD daerah, sehingga ada potensi lain yang
menjadi sumber penambahan keuangan daerah,sementara Provinsi
Riau banyak memberikan kemudahan untuk berkembangnya investasi.

sektor

DPMPTSP Provinsi Riau mengatakan
nilai investasi di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan,Dari target

6 triliun di tahun 2022, realisasi di triwulan pertama sudah di

u sekitar Rp 23,7 triliun.

tiap tahun tercapai bahkan melebihi,Untuk tahun ini
dah hampir 50 persen Rp 23,7 triliun

ni kabar gembira di bulan yang penuh

Rp 60,4
atas 50 persen ata
"Target investasi se
saja, baru triwulan pertama suc
dari target investasi. Tentunyal

berkah. _ |
Atas capaian itu, gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat Riau
bersama-sama menjaga kondisi dan situasi di Bumi Lancang Kuning
agar selalu kondusif.
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Kalau kondusif ;
dusi "
memberikan lf’ mvestor pasti merasa nyaman. Apalagi kita juga
all kemudahan birokrasi bagi para investor.

simpulan dan Sarap:

Perlu kaii . :

dianggqrjkz?l untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat apakah perlu
untuk mengawasi perizinan yang dibuat oleh investor.

2. 13 i
S/d 16 Juli 2022,Komisi Il DPRD Provinsi Sumatera Barat

Lg‘:}:ﬁszga;mn Study komperatif ke BPD Bali tentang pengelolaan
27gan daerah dan tentang pengelolaan dana CSR oleh BPD Bali, dengan
kesimpulan sebagai berikut:
ga]]fim]perananpya sebagai mitra Pemerintah Daerah, maka Bank BPD
a ll Sle.alu berslfnergi dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali
lr)m? . slogan Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, melalui Program
rioritas Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali dan 22 Misi
Pembangunan Bali 2018 - 2023,

Pel‘_anan sebagai Mitra Pemerintah Daerah 6 Sektor Ekonomi Kerthi
Bali Sektor Pertanian dalam arti luas dengan Sistem Pertanian Organik
Sektor Kelautan dan Perikanan Sektor Industri Manufaktur dan
Industri Berbasis Budaya Branding Bali Sektor IKM, UMKM, dan
Koperasi Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital Sektor Pariwisat

Bali Produktif
1. Produktivitas Tenaga Kerja menuju Pekerja Kelas Menengah

2. Modernisasi Pertanian menuju Bali Organik

3. Industri Hijau Bernilai Tambah Tingg i& Berorientasi Ekspor
4. Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

5. Ekonomi Kreatif berdaya saing dengan Pasar yang luas

6. Ekosistem UMKM Tangguh dan Berorientasi Ekspor

Digitalisasi
1. Sistem pembayaran sudah menggunakan QRIS Bank BPD Bali

2. Online Onboarding Bank BPD Bali buka rekening bank menggunakan

via aplikasi online
3. Onboarding UMKM Melaksanakan Onboarding UMKM untuk

mendorong akselerasi UMKM go digital.
4. Digiloan sistem aplikasi berbasis web yang digunakan untuk
mendukung pemrosesan aplikasi kredit dari proses pengajuan,

analisis sampe pencairan .
5 Mobille Collection, aplikasi ini diperuntukan untuk petugas

dilapangan yang bertugas sebagai collection.

6. Bali pay transaksi dengan uang elektronik. |
li 2022, Komisi 111/Bidang Keuangan DPRD Provinsi

7 Ju |
e SS/Sr:ate{ra Barat study komperatif ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
paya peningkatan kapasitas usaha koperasi dan upaya

jau tentang u _ si da
Sflezingkatang kewirausahaan, dengan kesimpulan sebagai berikut:
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A.Gambaran umum Dingg Koperasi dan UKM Provinsi Riau :

Dasar Hukum:;

» Barotin: %
chlcl; E;‘;‘l:"élf;l::]lllill&ah ‘Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program
Negera. Untuk Perame astlonal Dil]lll?l Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan
Menghadapi Ancam;inc;:ll:andMem1 Corona Virus Disease ((“.ovid 19) dan at"ful
Stabilitas Siste Keuangm;; & Membahayakan Perckonomian Nasional dan
- Pe.rn.aendagl-l Nomor 20 Tahup 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid
19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
™ peraturan Menterj Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Permenkop Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerinta, Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung
Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
Pada Masa Pandemi Corona Virys Disease 2019 (Covid 19);
= Peraturan Gubernur Riay Nomor 66 Tahun Tahun 2020 tentang Pedoman
Bgntuap Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau;
® Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun Tahun 2021 tentang Perubahan
Pergub 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi
Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Yang
Bersumber Dari APBD Provinsi Riau;
® Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Pergub 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah
Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Covid-19 Yang Bersumber Dari APBD
Provinsi Riau;
® Keputusan Gubernur Riau Nomor 754 Tahun 2022 tentang Penetapan dan
Besaran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.

B.Kegiatan BPUM 2021
Pencairan BPUM Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021

1.Anggaran Tahun 2021 Jumlah Rp.24.999.600.000,-
2.Pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan BPUM Bersumber dari APBD
tahun 2021 sebesar Rp.20.833 pelaku usaha mikro

3. Besaran bantuan BPUM Untuk pelaku Usaha Mikri Sebesar Rp.1.200.000),-
C.PERMASALAHAN YANG TERJADI DALAM PENYALURAN BPUM TAHUN

2021 PROVINSI RIAU
® Singkatnya waktu proses penyaluran BPUM tanggal 31 Agustus - 30

november 2021
Dipindai dengan CamScanner
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= [dentitas belaku ys: i

ntitas usaha yai { i i T
i a yaitu NIK yang tidak sesuai dengan e-KTP yang
= (31:0:11 Penerpna BPUM telah meninggal;
= Calon Penerimga BPUM M :

g engaku tidak mengetahui infor asi kal: A
bantuan (informag; tidak Sampai); mengetahui informasi kalaun mendapat
= Proses pindah telah pindah 1o,

Calrmat yan id»/ft ”'1' pindah ke [)nemh/knlm|):1tcn lain atau provinsi lain,
alamat yang didaftq Kan telah berubah dengan data kependudukan);

Kegiatan BPUM 2022

BANTUAN BAGI PELAKU y
S N

1. Anggaran Tahun 2022 Sebesar Rp.14.719.200.000.-

9 ot
;‘-ng]a’llful usaha mlklp yang mendapatkan bantuan BPUM Bersumber dari
ahun 2022 berjumlah 12.266 pelaku usaha mikro

3.Besaran bantuan BPyM untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp.1.200.000,-

S}.rarat Penerima BPUM tahun 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur
Riau Nomor 7 Tahun 2022

1. Warga Negara Indonesia;
2, Terd:.aftar pada aplikasi MATAUMKM (http://mataumkm.riau.go.id)
3. Memiliki elektonik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Provinsi Riau;

4. Memiliki usaha mikro;
5. Bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara,

atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

6. Tidak sedang menerima KUR; dan
7. belum pernah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya dan tahun

anggaran berjalan.

DATA MATA UMKM S.D TANGGAL 17 MEI 2022

1. Kota Pekanbaru 49.168

2. Kabupaten Siak 6.598

3. Kabupaten Kampar 47.428
4. Kabupaten Palalawan 3.538
5. Kabupaten Rohul 14.930

6. Kota Dumai 23.475

7. Kabupaten Bengkalis 22.175
8. Kabupaten Rohil 33.294

9. Kabupaten Kuansing 39.724
10.Kabupaten Inhu 1818.633

11.Kabupaten Inhil 10.830 .
12.Kabupaten Kepulauan Meranti 5.493
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Teknis Pengambilan BPUM di BRK

1. Nasabah penerim

Customer Service ?Cg)pUM datang ke unit kantor BRK dan diarahkan ke
2. CS akan m i .

penerima BE;)T;;\;I'Il({sal'me}allll eForm dan memverifikasi kelengkapan data
3. Setelah data pen:SI&copy KTP, copy NIB/SKDU, asli SPT|M)

akan diberikan nor;l;?-z:/f\esual dan kelengkapan data lengkap, penerima

serta sli i ¢ ler

4. Nasabah mengampbj BPUM ke Tellx;rpenankan dan diarahkan ke Telle

Alur Pengaduan BPuMm

i ;'f;flnobgggil:;a;r: /) Ill{y atzan kebenaran data diri penerima yang bermaterai
-10.000, Pirkan data penduku e
Kelahiran, Ijazah dan sebagair?ya ng berupa Kartu Keluarga, Akte
> Ih{lfetl)jyampalkan Laporan. kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM
abupaten/Kota melalui salah satu rekomendasi Kepala Desa atau Lurah

atau Penghulu atau Camat
3. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota memverifikasi

d{m merekap kesesuaian data penerima bantuan
4. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota mengirimkan

data Pengaduan tersebut kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Riau memverifikasi kembali ketidaksesuaian data Penerima

Bantuan
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Riaumengirimkan data penerima bantuan hasil verifikasi kepada
Dinas yang membidangi Koperasi UKM Kabupaten/Kota untuk
diinformasikan kembali kepada Penerima Bantuan dan tembusan

disampaikan ke PT. Bank Riau Kepri.

Ketentuan Tambahan
Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota menyampaikan

secara tertulis kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Riau dengan melampirkan dokumen atau data

pendukung, apabila ditemukan :

1. Penerima meninggal dunia (bantuan tidak diwariskan);
2. Penerima pindah domisili dengan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

diluar Provinsi Riau; dan .
3. Penerima yang tidak diketahui keberadaanya.
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) " l‘ " H ~
Program Strategis Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 2020-2024
PERLUASAN AKSES PASAR PRODUK & JASA

Digitalisasi UM : .
marlfet intellegenKM | plf)m.OSI dan eksibisi | Local Brand, Go Global | Layanan
UMKM [Penguatan sist 25 belanja KL & BUMN untul produk-produk
T¥ Ty cun SlStel-Tl logistik nasional untuk memudahkan arus barang
gun sentra-sentra UMKM di daerah pariwisata prioritas.

AKSELERASI PEMBIAYAAN & INVESTASI

oﬂ:txagll(‘eef a;ial;ﬂ:biayaar} lintas K/1, | Kemitraan dengan usaha besar sebagai

Optimalisasi gerl:]b?:;hs IK;)e]ibatan fintech dalam pembiayaan UMKM |
aan A ;

Pembiayaan non bank | KUR khusus dan investasi | CSR BUMN |

KEMUDAHAN & KESEMPATAN BERUSAHA

Deregulasi/ Omnibus Law | HAKI | Kebijakan Afirmasi untuk perpajakan,
pengupahan, penempatan produk UMKM di mal dan e-commerce | Produk
UMKM masuk ke dalam e-catalogue

Mengintegrasikan UMKM ke dalam global value chain | Rumah produksi-
bersama terintegrasi (factory sharing) | Produk berstandarisasi internasional

MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK & JASA

Mengintegrasikan UMKM ke dalam global value chain | Rumah produksi-
bersama terintegrasi (factory sharing) | Produk berstandarisasi internasional

PENGEMBANGAN KAPASITAS MANAJEMEN SDM

Pusat Layanan konsultasi, pendampingan dan pengembangan usaha
(offline/online) Melibatkan ahli dari kalangan praktisi sukses | Inkubasi untuk

startup | Vokasi kewirausahaan

KOORDINASI LINTAS SEKTOR
Strategi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM I One Data

KOMISI IV _
Selama sisa waktu Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022, berdasarkan jadwal

Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi
Sumatera Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas

dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pembangunan.

Pada bulan Mei s.d Agustus 2022 Komisi IV telah melaksanakan agenda kegiatan
nal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi

Rapat kerja dan hearing sebanyak 7 (tujuh) kali, serta
dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan

Sseperti : Rapat inter
sebanyak 4 (empat) kali.
melakukan kunjungan kerja
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embangunan yang dilaksaneale.
:::l}ll' K(lnnisi l\;’) '\'(,“l)'(]l:]I):'I;]‘:“:‘l(l]{'dn oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra
\ ‘ J e i D] lnl.']') k.lli d . j
vy ¢ . : ol ‘ . 2 dll, an l(un . | A
pangka konsultasi dan study Imml"”“"“f'“‘h'mqu zill(lltl.ga; ll(epa Luar Provinsi dalam
[3A % @ I « s lga (a l.

Untuk lebil jelasnya Agenda kegiata -
cidangan et m o eglatan Komisi 1v pp PR da
Masa Persidangan Ketiga Fahun 2022 adalah qelngqri{gel;;l?:tl:r'm SR

A. RAPAT INTERNAL KOMIs] -
Komisi IV DPRD Provinsj St
s oumatera Bar; .

Rapat Internal Komisi sebagai he,.“::tl_}n 1t Bidang Pembangunan melaksanakan

1. Pada tanggal 10 Mej 2022 i
1 ‘ Komisi 1v ' o
, [ melz NG
dengan agenda sebagai berikut : rhemalan rapat nteral FomEh
a. Membicarakan masalah internal Komisi

b. gﬁ:??j}mb Rencana  Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut
| ]g,. asan [!I usan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk
funjungan kerja terhadap evaluasi kegiatan Tahun 2021 dan pelaksanaan

kegiatan Tahun 2022.
Pada tanggal 7 Juni 2022, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi,

2.
dengan agenda sebagai berikut :

a. Membicarakan masalah internal Komisi.

b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV.

c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk
kunjungan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.

3. Pada tanggal 12 Juli 2022, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi,
dengan agenda sebagai berikut:

a. Membicarakan masalah internal Komisi.

b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV,

c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi 1V, terutama menyangkut
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk
kunjungan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2022,

4. Pada tanggal 15 Agustus 2022, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi,

dengan agenda sebagali berikut :
Membicarakan masalah internal Komisi.

bahas surat-surat masuk ke Komisi IV.
Komisi [V, terutama menyangkut

Rencana Kegiatan
intahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk
laksanaan kegiatan Tahun 2022.

a.
b. Mem

¢. Membahas
Pengawasan Urusan Pemer

kunjungan kerja terhadap pe
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K ./," o 4 Kinctjn DERD Nasa Porsidangan
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j, RAPAT KERJA KOMig)
Komisi 1V Bidang Pembiy
, ) ’ Anpun;
Rapat Kerfa sebagaj hm'ilm:';m WDPRD Provipgj Sumatera Barat melaksanakan
1, Tanggal 12 Mei 2022

Komisi IV DPRD py
rovine .
rapat kerja dengan Dipag I’(»rhuhl‘I Barat Bidang Pembangunan melakukan
I'ata Runqu serta Bappeda l’l‘nvin:'lusf’:m' Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
arus mudik dan arus i), lol)-u"ln.;/if;l-;]ll?tm'n Barat terkait dengan evaluasi

d Sumate

2, Tanggal 12 Mei 2022,

Komisi IV DPRD Provine «
Ovinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan

rapat kerja dengan mitr

Barat, Dinas Biganlv;;l:.l,rfj l;fr]fq’ antara lain : Gapeksindo Provinsi Sumatera

PSDA BK Prov.Sumbar z'.j' ‘l!)m Karya dan Tata Ruang Prov.Sumbar, Dinas
A dan Biro UK PBJ Sekretariat Provinsi Sumbar.

3, Tanggal 13 Mei 2022,

- ; o
Komisi IV DPRD Provinsj Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan

rapat kerja dengan F -
e e, Cenan Forum Masyarakat Terdampak jalan Tol (FORMAT) Lima

4, Tanggal 8 Juni 2022

R'apat kerja Komisi IV bersama mitra kerja antara lain Dinas Bina Marga,
Cipta .Kaya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Sumber Daya Air
dan B‘ma Konstruksi dalam rangka Membahas Kerusakan Badan Jalan Akibat
kelebihan Beban (tonase) dan sebab lainnya serta kondisi Daeah Irigasi (D.I)
dan sungai di Provinsi Sumatera Barat.

5. Tanggal 14 s.d 17 Juni 2022.

Rapat kerja Komisi-komisi dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut LHP-
BPK RI dan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

6. Tanggal 20 s.d 23 Juli 2022
Rapat kerja Komisi-komisi dalam rangka Pembahasan Awal KUA-PPAS

Tahun 2023.

7. Tanggal 18 5.d 19 Agustus 2022
dalam rangka Pembahasan Realisasi Semester |

Rapat kerja Komisi-komisi
KUPA PPAS Tahun 2022,

dan Pembahasan Rancangan

RAH:
2 Barat Bidang Pembangunan melaksanakan

angka pelaksanaan fungsi pengawasan
n bidang infrastruktur,

. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAE
Komisi IV DPRD Provinsi Sumat:ier1
kunjungan kerja dalam daerah daiam r .
DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintaha

dapat disampaikan sebagai berikut:
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[, Kunjungan kerjy dilaksanal
| ARsanakan ke Kenagari i
it ber e .‘-.(ll 'llr(;th,’;(,:n;ﬁ';‘glzlml Malai V Suku Kabupaten Padang

HASIL KUNJUNGAN KERja

Nagari Malai V Suku torleals 1

Pariaman Provinsi li}ltn(l‘llyud.k di Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang

total jumlah lwn(l; | o era Barat, Indonesia, Nagari Malai V Suku dengan
nduduk sehesar 3687 jiwa dengan populasi 1840 jiwa

yerempuan  ; 7 i

:m'g'ol(:n,- Dl':)l(]l:l(si?/]]?, jiwa lflki-lﬂki. Sebagian besar penduduk masih

Nnt;ﬂri Malai v Suku(t('.nfan Kisaran usia 26 - 55 tahun. Secara geografis

terjadi gempa yang | ‘,u o di bibir pantai Samudra Hindia yang apabila

Masyarakat Kcn:wglq,rikrpmu”-Sl Tsunami akan berdampak langsung kepada

menjadikan mayori ot Malai V Suku. Kondisi bentang alam yang demikian
é 1ayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai Nelayan.

Kenagarian Malai V Suky menghadapi berbagi persoalan

K_“"‘_“fg_"y“ ']"_‘u_ pengetahuan masyarakat mengakibatkan sumber daya yang
dimiliki nagari tidak dimanfaatkan dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk
membantu _pembangunan nagari oleh mahasiswa Universitas Andalas.
Metode keglatan.yang dilakukan bersinergi mengembangkan potensi nagari
bersama pemermtah dan masyarakat dengan menjalankan beberapa
program diantaranya; Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Rumah Belajar
Malai, Taman Malai Indah, pembuatan gapuran dan lampu jalan, minggu ceria
dan pekan rakyat Malai.

Pada kunjungan kerja yang di lakukan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi
Sumatera Barat di Kantor Wali Bagari malai V Suku Kecamatan Batang Gasan.
Terdapat satu masalah serius bagi masyarakat Kenagarian Malai V Suku yaitu
jalan jalur evakuasi, apabila sewaktu-waktu terjadi gempa bumi yang disertai
dengan Tsunami. Jalan Jalur evakuasi tersebut terletak di Korong Ujuang
labuang sepanjang 1000 meter dan Korong sepanjang 100 meter pula.

2. Kunjungan kerja dilaksanakan ke Kenagarian Malai V Suku Kabupaten Padang

Pariaman pada tanggal 14 s.d 15 Mei 2022.

HASIL KUNJUNGAN KERJA
Nagari Malai V Suku terletak di Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang

Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari Malai V Suku dengan
total jumlah penduduk sebesar 3687 jiwa fiengan populasi 1840 jivx.ra
perempuan dan 1847 jiwa laki-laki. Sebagian besar penduduk masih
tergolong produktif dengan kisaran usia 26 - 55 tahun. Secara geografis

letak di bibir pantai Samudra Hindia yang apabila

Nagari Malai V Suku ter
g potensi Tsunami akan berdampak langsung kepada

terjadi gempa yang ber = s
MaszaragkatpKer}llagarian Malai V Suku. Kondisi bentang alam yang demikian
menjadikan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai Nelayan.

' i lan

ian Malai V Suku menghadapi berbagi persoaian.
Ilgzrrlsga;];: illwrsua]pengf?tahuan masyarakat mengaklb.atkan. s.umber.daya yang
dim']'lg' ari tidak dimanfaatkan dengan baik Kegiatan ini bertujuan untuk
il i oleh mahasiswa Universitas Andalas. Metode

membantu pembangunan nagar
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Lapsvan Nttt DPREY A 1eshdinicart
Aot Bin 200 s

kcgiat';?n yang dilakukan bersinerpi
l,Nm_-rmtah dan nm.\'vm‘;ﬂ;n i
diantaranya; l‘mnlmrd;iy;mn ‘ Ke
Taman Malai Indal, pm;tlm;n
pekan rakyat Malai,
Pada kunjungan kerja v: il
Sumatera Barat di l\'ln‘ni(::‘li:’\;;llllil‘l‘;l(.:l.l.m.l-‘ ”h‘h_/\"lfﬂnln Komisi IV DPRD l’r(‘tvln.«;l
Terdapat satu masalah serius ba ‘-itv".l ‘m‘nl;u e
jalan jalur evakuasi, apabila sgwtll (mdh“.""mm Kenagarian Malai V Suku yaitu
dengan Tsunami. Jalan ]:1!11;* v\;.l(l“lll.'\{\fdlm'l‘“fl'li"“ Fisak ol Kotong Ui
labuang sepanjang 1000 meter d-{n th-l m".wbm‘(m.h"mk i) R
an Rorong sepanjang 100 meter pula,

mbangkan potensi nagart bersama
dengan  menjalankan beberapa  progrim
_ sehatan Masyarakat, Rumah Belajar Malai,
A gapuran dan lampu jalan, minggu ceria dan

& ;"&lit:;‘szlg‘zguld dilaksanakan ke Kabupaten Batu Sangkar pada tanggal 21 s.d
HASIL KUNJUNGAN KER]JA
g;?’;“ Iﬁ};v;‘l\]‘;ri‘il‘lg’;":‘;‘tlﬁtnk'di Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah
iid? atra Barat., Luas Nagari Aie Angek: 11,19 kilometer
pel_seg:l ata‘u 7,36 persen dari luas wilayah Kecamatan Sepuluh Koto. Berjarak
‘Sekltal 4 kilometer dari ibu kota kecamatan Panyalaian dan 33 kilometer dari
ibu kota ka.bu.paten Batusangkar. Ketinggian: 1167 meter di atas permukaan
lau-t. Na_gan Aie Angek berpenduduk 3.185 jiwa (2017) yang terdiri dari 1.559
laki-laki dan 1.626 perempuan, serta 760 rumah tangga. Objek wisatanya
yaitu : Chek Dam Batang Malana, Talago Gunung, Talago Harapan, Air Terjun
Pakudoan, Bulakan Tabek, Talago Kayu Tanam (wisata alam). Chek Dam
Batang Malana terletak di hulu Sungai batang Malana, atau persisnya di
samping Kantor Wali Nagari Aia Angek Kabupaten Tanah Dayar.
Sungai Malana mempunyai luas DAS 6,23 km2, dengan panjang sungai utama
4,06 km dan kemiringan yang tajam sebesar 0,097. Kondisi DAS dengan
kemiringan lereng yang besar, jenis tanah yang mudah tererosi serta curah
hujan yang tinggi merupakah salah satu faktor penyebab besarnya laju
sedimentasi. Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya bencana yang
menimbulkan korban dan merusak Kawasan di sekitar sungai. Salah satu
penyelesaian untuk masalah sedimentasi adalah dengan membangun
li sedimen atau biasa disebut check dam, Perhitungan
hidrologi menghasilkan analisa debit rencana Q50 sebcsm‘- 160,097 m3/detik,
sedangkan perhitungan USLE dan MUSLE menghasilkan analisa laju
sedimentasi sebesar 3.802,40 m3/tahun.

Berdasarkan perencanaan yang dilakukan, check dam memiliki fisik sebagai
h main dam direncanakan pada elevasi

berikut: puncak mercu pelimpa i
+472,50 m dengan tinggi main dam sebesar 5 m dan ked.a]aman ponda's|
sebesar 3 m. lebar mercu pelimpah main dam sebesar 22 m, tm-ggldsaya};)) main

3 y dengan tinggi jagaan 1 m, kontruksi main dam berupa
il oy . anakan pada elevasi + 467,5 m dengan

li, lantai olak direnc _
dan tebal lantai 1 m, elevasi mercu sub dam pada
gi mercu 0,5 m, kontruksi sub dam berupa

bangunan pengenda

pasangan batu ka
panjang lantai olak 22 m :
elevasi +468 m dengan ting

pasangan batu kali.
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4. Kunjungan Kerja dilak
AV B0 Sanakan ke Kabupaten Pesisir Selatan pad

HASIL KUNJUNGAN KERJA
Pembangunan jalan Pasar Bar ;
Kabupaten Solok, segera bel’lanl'l’ Pesi
kilometer ini ditarget rampung .]21:)29131

Penataan Ruang (p o)
8 (PUTR) Pesisir Selatan, Syariwan, mengatakan bahwa

kelanjutan pembangunan ;
al
g a memany tor e]n dE::ll penghubung antar-kabupaten tersebut

teri ; a karena melewati v
Ke11.1erlnerlan.1:HK (Lingkungan Hidup dan ; e]:/vatl kawasan konservasi.
perjanjian  pinjam pakaji |}, ehutanan) telah menyetujul
pembangunan jalan “slan };“tan_(konservasi) untuk menuntaskan
embangunan jal epanjang tujuh kilometer. Program
gan diregncanalia ;ntul-':letzghubung dua kabupaten itu akan segera berl:njut,
dibangun itu ada sekita ; p?da 2023 nanti. Sisa panjang jalan yang harus
(konservasi) suaka I 8 kilometer lagi. Belum digarap karena status hutan
kilometer, keberad Targasatwa. Selain memangkas jarak tempuh hingga 80
ekonomi ,mas a lian]alan 1tu juga diyakini mampu mendorong peningkatan

masyarakat antar-daerah. Pesisir Selatan yang kaya akan hasil
lautnya yaitu ikan segar, bisa dijual ke Kabupa

. o ten Solok, dengan jarak tempuh
yang lebih dekat. Demikian pula dengan hasil sayur-sayuran dari Solok juga

bisa dijual dan dipasarkal_l ke Pesisir Selatan, bahkan hingga ke Provinsi
Bengkulu. Pembangunan jalan memang sempat terhenti karena masalah
lahan dan anggaran. Pembangunannya dimulai sejak tahun 2008 lalu. Karena
keterbatasan ketersediaan anggaran dan juga status hutan tadi, sehingga
pembangunannya belum terselesaikan hingga saat ini. Informasi tentang
bakal berlanjutnya pembangunan jalan Pasar Baru-Alahan Panjang disambut
gembira oleh masyarakat, sebab dengan tuntasnya pembangunan jalan
tembus itu nanti, akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di dua
daerah tersebut.

a tanggal 27

Sir Selatan (Pessel)-Alahan Panjang,
;ln tembus Pessel-Solok sepanjang 44
t Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

. Kunjungan kerja dilaksanakan ke Kabupaten Agam pada tanggal 29 s.d 30 Mei

2022
HASIL KUNJUNGAN KERJA
Nagari Kampung Tangah berada di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten
Agam, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Kampung Tangah: ki]ometer:
persegi atau 5,27 persen dari luas wilayah Kecamatan Lubuk Basung.Nagari
Kampung Tangah berjarak 2,5 kilometer dari ibu kota l'<9ta kecamatar'], 5
kilometer dari ibu kota kabupaten dan 107 kilgmeter dari ibu l.<o.ta provinsi.
Nagari Kampung Tangah berpenduduk 5.808 jiwa (2017) te.r(_hn c}arn' 2.869
laki-laki dan 2.939 perempuan. Nagari Kampung Tangah terdiri dari 4 jorong,
yakni:

a. Anak Aia Kumayan

b. Ujung Padang

c. Sikabu "
d. Batu Hampar Kampung Tanga
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Pembangunan j;
1 Jal; . . N
Lubuk Basung :nlidll:,-l).l'w“m di- Kenaparian K
tetapi sesuai dengp: asih terkendal; (l(:n;--n ampung Tangah Kecamatan
Wali Nagari Kn gan l)m'j:ll:mny, wal VI proses ganti rugl tanah, Akan
Nagari Kampung Tan o S waktu, pemerintahan daerah khususny:
Provinsi yang berady d'le b sangat mendukung pro ne ‘l ll ¢ m..n.,l;y.n
rg N ada di Kenapari: 1 proses pelebaran jalan
Basung ini. Khusunv. enagarian Kampung Tanpah K | j
ada 100 berl Sunya Dusun Sikahy Ke g Tangah Kecamatan Lubuk
‘0SS ‘ nag; ik ' "
Kas proses administrasi Tan: garian Kampung Tangah sudah
ast Tanah yang sudah masuk ke kantor

BPN Sumbar. K
- Kendala aj
& dinn d a al: ,
tanah adat dan tanah wm'iszuz’ adalah banyak nya tanah yang berstatus

Ruas jalan Provinsi s el ol
Lubuk Basung inj afi,?lns}ac]‘(l::i (l;ll‘(cllil;;;ll‘i:lll Kampung Tangah Kecamatan
sudah rampung ganti l‘ugin; r :)0‘() meter atau 2,5 km. Sementara yang
sisanya 1700 meter sedangyl?l \b|ul(l'"fh mencapai 1800 meter, sedangkan
masuh dalam proses, akan tet clalui proses. Meskipun proses ganti rugi
dilaksanakan pada tahun Anap] rencana 'pclcl?amn jalan ini akan tetap
néAbARGUA tetap alan, m f;garan.ZOZ.S. Ini dilakukan agar proses
Jits Tulai menbangvn | ]. f:S.(lpup tidak merata atau lurus. Akan tetapi
Pl nisngian n]a an ini dari tanah yang sudah selesai proses ganti
iy 1ata anggaran sudah tersedia. Sekalipun dapat
ju semangat Kenagarian Kampung Pinang dan Manggopoh dan
masyarakat sekitar supaya lebih cepat mengurus persyaratan untuk ganti

ruginya.

D. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH :
Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan
Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. Padatanggal 17 s.d 20 Mei 2022, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat

tudi komperatif ke Provinsi D.I Yogyakarta terkait integrasi

melakukan s
tara pusat, provinsi dan

penataan kawasan permukiman kumuh an
kabupaten/Kota.

2022, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat
tif ke Provinsi Jawa Barat terkait percepatan
dalam menunjang konektivitas dan

2. Padatanggal 13s.d 16 Juli
melakukan studi kompera
pembangunan infrastruktur
pengembangan wilayah.

omisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat
dan arah Kkebijakan

dukung Provinsi Bali

i 2022, K -
eratif terkait strategl
oritas untuk men

hun 2023.

3. Pada tanggal 24 s.d 27 Jul
melakukan studi komp
pembangunan infrastruktur pri
menuju transformasi ekonomi Ta
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an melaporkan ra"mdangan yang ada, maka pada

ngkaian kegiatan yang telah

serta Bidang Pemberdayaan Pere
eninjauan dan pengawasan ada ha;?}?uan dan
Rapat Dengar Pendapat.

A RAPAT INTERNAL KOMISI
Gelama Masa Persidangan Keti
b aT o .
provinsi Sumatera Barat te]ahgmeli&un <P%4; Soisl V/Bidang Ketrn NOXD
sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda k:;r;ikaré ‘Tapat - rapat Internal Komisi
A an : herilut -

1. Membu;larakan masalah Internal Komisi V/Bidl:1r11§31215113~7:;1 SRR SRS

2. Memba 135 dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari
masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.

3. Men'lbahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja,
kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.

4. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.

5. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu,

B. RAPAT KERJA KOMISI
Dalam rangka menyamakan
Provinsi Sumatera Barat terha
yang berkaitan dengan Anggar
diperlukan koordinasi dengan m
tersebut selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2

5 (lima) kali, diantaranya : '
1. Tanggal 12 sd 13 Mei 2022, rapat kerja da
pemberian pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat Sumatera

Barat dengan dinas Kesehatan dan Pembahasan Fungsi dari Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Di Prov.Sumbar serta Program PPDB tahun 2022 dengan

Dinas Pendidikan »
' 2 dalam pembahasan terhadap
2. Tangeal 27 sd 28 Mei 2022, rapat kerja dalam |
Penggmbangan Layanan pada UPTD Dinas Sosial dan Pengemba[r)x'gan .
Kapgsitas dan Potensi Keolahragaan di Sumatera Bar::;cl (;%r;gzan ispo
Persiapan pelaksanaan kegiatan pacda Tahun Anggar

persepsi antar Pemerintah Daerah dan DPRD
dap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
an Pendapatan dan Belanja Daerah, maka

itra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra
022 telah terlaksana sebanyak

]am rangka Pembahasan upaya
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Tangal 4 Juni 2027 1.
pembahatian lel/';,/;;- ’:;“";‘ Koy
AL FITE EPOY P i ‘
”;pl)l!) tahin A)aran 7(;7,/}1"'lmumlm ;m,,,,”':, LRV L TRTPI I Fatiph s
ML 2000 URRTTE [ gt
g, TangpAl 14 5.4 17 fyy; 2027, 11 e
fanjut LUP-BPK R g, 00

i) ey,

A Kerjy i)

af el Al g,
"N"‘ll’ l';{ ’l ! '“‘Ir“" ,"'“l’h';)a'{;,'“ "Hldfl;’

2()211 ",','
v '”‘“NHIV",‘//,"”
e al ” g, ’ AN aban K tabig
3 rangpal 20 5.d 24 Juli 207
2023. 2 Wapin lflzl'jit Fetbiuly Litral
Asan Lwal KUA-PPAL tabitn

‘. KUNJUNGAN KERJA :
gntuk  melihat  secary lanpsu
embangunan daerah y; UNE Denyelenpspa .
p nda z;tk:m mas ,"1 yang menjadj ruang l/l: ';‘J,i:ua»n e g
mendap asukan dan informag v. oo 0 gL Komis) YV serta untuk
selama Persidangan Ketiga Tahun oot 6 rbait dengan tugas Komisi V selama
#a Tahun 2071 207 pan tagas, Kormist Y selama
dengan uraian sebagaf herilyt - A2L[2022, tetah melakuban Kunjungan Kerja
1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah geb;
1, Tanggal 12 sd 13 Mej 2077 .:"Ill-ytuk17‘{“”"“""“";’"Y "
pelaksanaan kegiatan Opp Mit:r, Ke "}’.uk:m' rapat herja terkait evaluas
2. Tanggal 14 s5d 15 Mej 2022\',,!" K""m,',s YV ke Kots Bukittinggi.
Pengawasan ke RSUD Ahmad Mu(fht—;””]]‘unwm lapangan  dalam  rangka
3 Tanggal 21 sd 2 e e ar di Kota Bukittinggi .
28 - sd 22 Mei 2022, kunjungan lapangan i j
pelaksanaan kegiatan OPD Mitra Keris Komici apangan terkait evaluasi
' itra Kerja Komisi V ke Panti Asuhan And
Dewi Kabupaten Solok, ) ke
4, Tanggal 24 Mei 2022, Kunj
, jungan lapangan dalam rangka E 5i
pelaksanaan OPD ke SMAN 2 Koto %I 'l'ar{n-;;m’ S N Sehe
” r of 7y~ ’
5. Tanggal 25 Mei 2022, Kunjungan lapangan dalam rangka Evaluasi
pelaksanaan OPD ke SMKN 1 Enam Lingkung
6. Tanggal 27 sd 28 Mei 2022, melakukan rapat kerja terkait evaluasi
pelaksanaan kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi V ke Kota Bukittinggi
7. Tanggal 29 5.d 30 Mei 2022, Kunjungan lapangan dalam rangka Evaluasi
pelaksanaan OPD ke Panti Sosial Anak Asuh (PSAA) Tri Murni di Kota

Padang Panjang.

8, Tanggal 31 Mei 2022, me
OPD Mitra Kerja Komisi V ke
Selatan. '

9, Tanggal 11 s.d 12 Juni 2022, kunjungan lapgngan terkait pengawasan
pelaksanaan kegiatan OPD pada bidang pendidikan ke SMAN 1 Tilatang
Kamang Pakan Kamis Kabupaten Agam. ’ ‘ -

10. Tanggal 14 s.d 17 Juni 2022, melakukan rapat kerja terkait Pemba ;S;S
Tindak Lanjut LHP-BPKRI dan Ranperda ttg Pertanggung Jawaban A
tahun 2021 di Kota Bukittinggi.

11, Tangoal 18 s.d 20 Juni 2022 , kunjup
angsa OPD pada bida

Jakukan kunjungan lapangan terkait kegiatan
Kawasan Wisata Mande di Kab.Pesisir

gan lapangan terkait pengawasan
lak an kegiatan ng pendidikan ke SMKA 1 Pantai
elaksana
gcrmin Kah.Solok dan SMAN 6 Kabypatcn .]Solok S:;:atzrr]i(ait N
12, Tanggal 20 sd 23 Juni 2022 kunjungan 'aPanes o
KUA-PPAS Tahun 2023 di Hotel Balcone Kabupaten Agam-
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[ 31 ]uh SdlAgustu ' oo
Tangg"‘] sl S 12022, Kuntunsa 1
3. 045 asa pe aksanaanke n]un
7 pere ‘5 7 5d:3 Agustus Zozgzlat;: OPD ke RSUD I\%alr\;a:: Pangan tertale
1 TanBE ,naan kegiatan OPD ke SM njungan lapangan te ]: HepaSolt.
pI% e sd%6 Agustus 2022, kuAN 2 Suimiias 1 Katpupiler pengawasan
{6 T"“‘igs 2. n kegiatan OPD, ke PSTI\R/ungan 13Panganlt§k::; Sm"k
pelak P?;inaman Saban Nan Alum Si pengawasan
padart §' d9 Agu tus 20 et abupeten
Tangé s Stus 022 kun)\m a
0s : § ‘ " % ey
y. % Tanggal zl dan Kupiu;g;\ss 2'I‘Oazh2 k\ln]ungan 1apangan terkmt Realisasi
un 2022 ke Rumah Saklt Umum Daerah

Achmad Mochtar Kota Buklttmggl P

AN KR | LUAR DAERAH { SERANYAK 3 KALL mANTAﬁANYA
[{er]a Studi’ komperatlf terhadap: Upaya Pemermtahan

memperkuat dan: mempertahankan b\‘ldaya daerah di

. Pl' vﬂlSl Rlau
provi yinsi Rial dalam Era Globahsa51 tanggal 17 s. d 20 Me1 2022

Sehubungan denga an kun]ungan ker]a yang t lah dﬂakukan d\peroleh hasi

: ebagal benkut

i i

gProvms: Rlau termasuk provm51 yang kental denga kultur buday:
' daerah. Riait juga <ebagai provinsi strategis ‘karenal terletak di jalu
berada Idi. segitig

' éperdagangén intern asumal ‘Selat’ Malakar dan|
: lndonesm Malaysm da

‘pertumbuhan ‘ekonomi tiga negara, yal
Thalland Hal ini ten ntu y membuat ¢ Provinsi au harus mengiku
serap oleh masyarak.

pesatnya perke bangan era glo obalisasi yane ter;

daerah I 1 L : | : |

1 Dalam mengatasx pesatny? a per gahl €f g}(obah;: S%;::;Z
“2kan mempenga hi kehidupa® m yarakat St P dam  uP?
provinsi Rial dapat | Meng m?sd AR cengah DeS
T aankan 4 TS oy program 22
perliembang n odemisasi dunia 11‘311 (4 / erkait dal
dilakukan ole emeri rah pini geiauhm:
upava mempertd nk gava 42T i
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3. Melestarikan

keby

1daya:

memperkuat Yaan g

: 4l pemby, . dalah

dilakukan oleh pe“mr‘igl:nan, Program e}l\).lsz.u salah - st upaya
P i ntah p o er L ays
daerah dan Sejauhman th Proving; Riag dlalll dpasaja yang sudah

APBD 4 porsi angg;
Dalam upay; ‘
4. HUPAya melestarikap g
an dan me

tt‘rd.\p;lt h iml
dnbvatan vy Mperkuat
k(‘l)(‘li?"}’.l.ln lll’.l.\'y.]r)’:k"'ll berknimn dcn,r in h‘.“hyd (laornh, ;lp'dkﬂh
serta faktor PSik()l() ,i- at, horhcdadn pergep::-‘llldung.ln hidup dan
« SEPSE dan sudut p;mdang

antara p .
1 Pemerint;
th Daerah dengan masyarakat.

wan y """ Pelesatarian budaya
yang dialokasikan dalam

pemerintahan Daerah p

. rovinsi Ri
terkait pelestarian diant st Riau el

_ ah me
aranya ; membuat  Undang-undang

o Peraturan Geber
elestarian ¢ nur Provinsi Riau No 5
pelestarian cagar budaya, mor 15 Tahun 2013 tentang

Yar
2 Peraturan l)."‘c"\h Pr“Vil\.\‘f Rhu

Adapun program -
, gee program yang tel
provinsi  Riau terka ang telah dilakukan Pemeri
Helakukan i:‘. .lff“‘.'." pelestarian budaya mela' :mg r}nt(zilhan il
l'“- . \ ’.t.sf.n Isasi yang dilakukan oleh tenaga :hli :lm ' eng?il'l s
dengan Anggota Legislatif ke daerah pemilihan masing an":gg::]gndbinliu
- an ke

1. Memberikan pembinaan da i
: ‘ : an perlindungan terhadap nilai - nilai
kebudayaan melayu baik yang berbentuk benda maupur? tak benda.

2. Anggaran yang disediakan pemerintahan provinsi riau sangatlah
terbatas, namun dengan demikian pemerintahan daerah provinsi riau
mensiasatinya dengan merangkut elemen masyarakat yang konsen
terhadap pelestarian kebudayaan melayu dan juga di bantu dengan
dana CSR, serta dana alokasi khusus (DAK).

3. Pada prinsipnya setiap tindakan perubahan yang dilakukan akan
mendapatkan tantangan yang, namun pemerintaha daeraha provinsi
Riau telah bertekat akan selalu melakukan pelestarian kebudayaan
sesuai dengan visi dan misi provinsi riau yang akan menjadikan

“pusat Kebudayaan Melayu pada Tahun 2023".

Kunjungan Kerja gtudi komperatif terhadap “ Upaya Optimalisasi
Layanan Kesehatan Masyarakat pada RSUD di Provinsi Jawa Barat
melalui Pengelolaan BLUD" tanggal 13 s.d 16 Juni 2022

ah dari UU Nomor 44 Tahun

Rumah sakit menjadi BLUD merupakan aman ’ |
2009 tentan Rlzmah Sakit pasal 20 menyatakan bahwa ruma'h. s;:‘l'ut
| y ah daerah diselenggarakan berdasarkan

blik yang dikelola pemerint o . aturan
z::nglcln{:ar? Badan Layanan Umum (BLU) sesudt dengan  peratir?
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,erundang-undangan. Jika m
a mer

pukumnya bagi Rumah Sakit
untulk tidak BLUD, akit me

ujuk Pflda am

jadi BLUD anah UU tersebut, wajib

hinnga tidak ada alasan lagi

BLUD memberi ru:
ing kepada rumah sakit sec fl
secara fleksibel mengelola

(Cllallt’larl -‘ : r ¢ iri
¢ .

nasyarakat. Disit
masy ulah salah satu fleksibilitas dari B
ari BLUD. Maka dari itu

pcmcrintah memperkenall
gerdasarkan pengamz Akan — pengelolaan
aslinya seperti aga naqlfil: 1lt.u akan kita coba, pasltfi(l:uanglin ok ol
biaya operasional ’t ks a (ltz} rekomendasikan a ar(an, _alau memang
20D agar rumabi gal .tm .b.erlkutnya bisa lebih lga nanti _rumah S?klt
Popada masyarakat It milik daerah bisa lebih ncar lagi. kehadiran
; . Selama ini RSUD mili mem.ngkatkan pelayanan
})ilrll;‘sltatﬂi?ci?bt?tamn administrasi penyele;r:ggjmemgah daer2l 1A
Wt : e i raan i
dipertimbangkan a;aarn lbermovaSi' Orientasi bismLsUD.tergmahhzaTI:::
erhitungan anggaran p(gl?g :)“3:11 121:}? let])ih ditingkatkan. jika Is)is.a lebih
- ; . sakit tidak per i
g?eﬁgk alltlut:B:ia dblm.asukkan ke kas BLUD rumahp sa:Eitd]ds:;:hke lt(jli
g n berikutnya dalam meningkatkan pelayanan atau 1gaya

operasional.

RSUD Al Thsan mulanya milik swasta, kemudian diambil lih oleh
pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk me:rinlberioke
pe]ayanan kesehatan secara merata bagi warga Jabar. RSUD Al-]hsig
se.sungguhnya sudah didukung peralatan medis yang relatif canggih. Sebut
saja misalnya, empat pelayanan unggulannya, yakni Cardiac éenter
Cancer Center, Perimaternal Center, dan Stroke Center. Keempatnya sudah,
layak menjadi kebanggaan masyarakat Jabar karena siap memberi
pe]ayanan maksimal. Kelenggakapan peralatan medis dan fasilitas itu
tidak lepas dari dukungan anggarah yang dialokasikan untuk bidang

kesehatan.

mua itu, RSUD Al-Ihsan ingin go internasional, tetapi
mbutuhkan dukungan. Salah satunya adalah bangunan 8
juga tuntas masalah hukumnya. Padahal, jika gedung
kan secara optimal, diperkirakan dapat menampung

dur untuk pasien rawat inap.
kapasitasnya hanya sedikit

Jika itu terwujud, berarti
sakit istimewa. Dengan

eningkat.

Terlepas dari se
mereka masih me
lantai yang belum
tersebut dimanfaat
lagi setidaknya 500 tempat ti

Jika ini terjadi, terwujudlah sebuah RSUD yang

saja di bawah Rumah Sakit Hasan Sadikin.

masyarakat Jabar mempunyai dua ru'mah
demikian, angka harapan hidupnya akan kianm
di bukti bahwa negara hadir untuk memberikan pelayan

yarakat di bidang pelayanan kesehatan. Semoga seluruh

Semoga ini menja
erti itu dan terus meningkatkan kualitas

prima kepada mas
RSUD memiliki spirit sep
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(layanannya- Semoga pula kehadir
?badah mulia para insan kesehatan. an RSUD Al-Thsan menjadi bukti amal

uD Al-lhsan merupakan salah satu B
: . ) adan Layana U
mewujudkan sustainabilitas di RSUD,ydil?utlslikllir? aset:zl}t]e(g?L;aEx)é

yntuk :
nensif, adaptif, serta berbasis evident

xompre

Ada :{il;ézl}sirlngé{ghg?sﬁ:kan yang dilakukan, yakni grand desain strategl,
asp® , aspek prospek bisnis, aspek customer, dan aspek

keuangan:

lellrllszoiz rlg) ald map-nya adalah Kendali Biaya, Pelayanan Prima,
., Pelaksanaan central Stroke terpadu, Pelaksanaan
T, _Pelaksapaan cardiac centre, Pengembangan AHS,
Kerja sama jejaring dalam & luar negeri.

Pada tah
pSUD K
central cance
pemantapan
a Boad map 2023 yang terdiri dari Kendali Biaya, Pelayanan
prima, Optlmalisasi RSUD Kelas A, SBU Central Kanker, SBU stroke
terpadu: SBU Cardiac Center terpadu, Pengembangan lanjutan AHS,
optimalisasi Kerjasama Jejaring dalam & luar negeri. 1tu semua
menunjukkan bahwa RSUD Al-lhsan memiliki semangat yang sangat tinggi
untuk menjadi RSUD yang membanggakan Jabar.
persepsi yang hendak diubah, andai semua terpenuhi, adalah tidak
produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas serta miskin inovasi

dan kreativitas. Memang untuk mewujudkannya tidaklah mudah.
Manajemen harus mengubah gaya birokrasi menjadi gaya kewirausahaan,
fleksibilitas dalam pengelolaan keu

angan, berdasarkan prinsip ekonomi
dan produktivitas, men

erapkan praktek bisnis yang sehat. Dengan kata
lain, harus diterapkansistem mana transparan, dan
akuntabel.

Lihat jug

jemen yang baik,

RSUD Al-Ihsan memiliki 1.120 karyawan dengan rasio medis : non medis
76% : 24%. Dari jumlah karyawan yang ada tersebut ASN 504, non-ASN
959 Total tempat tidur 500 dengan komposisi ruang perawatan Kelas 3 =

t ini ada 27

75%, Kelas 2= 10%, Kelas 1 = 10%, dan VIP = 504. Hingga saa
poliklinik Eksekutif, 52 Icu/1CCU /NICU, 9

instalasi, 31 Poliklinik BPJS, 17 C!
kamar operasi, dan 46 unit hemodialisa.Semoga dengan kondisinya
ot mewujudkan Kkontribusi nyata dalam

tersebut, RSUD Al-Thsan dap ;
' i kepada masyara
ol s e il e . icj Jabar Juara Lahir Batin

demikian, Jawa Barat dapat mewu
dengan Inovasi dan Kolaborast.
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5@)\.{3}33 olah cipta dan Karsa ¥aan khas yang
persumber dari kearifan lokal e .Bau SeCara perorane

sengan nilai-nilai | Xal Sad Kerthi Kelkaw rangan dan kelomps:
\‘ ‘3\ al uhu}‘ yane di L. 1 emrﬁﬂdag kf-"'-:‘-- 3 £
Jlaksanakan SRR turun temuran . Oon lel unikzn badzyz
pernah mengalami

waturenggong.

covinst Rall memilix &
PPV vemiliki kebugday

urun ol uhur tersebut telzh
masa k oleh generasi masyaraks o
f&masan di Masz £

e m™_1- =
= =21 =
L Da 2

Kerajzan Dalem

1 perk
l}ﬂ‘?“c }: r‘u‘:n;b;“gannya kebudayaan Bali telzh
dan -t{. jumia dan kualitas dalam berba A S
I N, s 43 & 1 wchid 3
Jampak negatif dari dinamika perubahan g2 aspek kehidupan sebags
global. yang bersifat lokal, nasional, dan

Oleh karena itu penguata i
guatan dan pemajuan keb
st 3 " . Uda}’aan Ba}.. =T ._3* nensin
dap tmtez:,ls untuk memperkuat jati diri Krama Bali l:s: ghat pentin
Triaskti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari . de?gar. prne
secarz ekonomi d=

berkepribadian dalam kebudayzan.

-}' f0]

i

Penguatan dan pemajuan kebuda i iadi :

untuk memperkokoh kebudaya::al:x;‘sx%l;n?lenéxl ﬁ::cnm mgfs
sehagal pusat peradaban dunia. Eksistensi dan kebeﬂan}fltan ‘nb d:fcﬂ
Bali perlu ‘ dijaga melalui penguatan dan pemajuan kEbHda*:;‘g‘; ;ﬁ
dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali ;nela';";i Pc:z
Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru -

A. Provinsi Bali lebih memprioritas pembangunan kebudayaan diatz
pembangunan pariwisata, hal ini terlihat dalam 5 (Iim;z] prioritas
Pembangunan Provinsi Bali, yaitu sbb:

1. Pangan,sandang dan papan.
Kesehatan dan Pendidikan.
Jaminan Sesial, dan Ketenaga Kerjaan.

2
3.
4 Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya.
5

Pariwisata.
B. Tujuan, Sasaran dan Strategi pembangunan Kebudayaan Bali, sbb:
1. Tujuan, terwujudnya Kebudayaan Bali yang kuat dan maju.
2 Sasaran, 19 objek penguatan dan pemajuan Kebudayaan Ball
pemajuan Kebudayaan melalul regulgsi, edukasl,
nghargaan.

3. Penguatan dan ( :
imctitnsi. Keriasama, pendanaal. insentif dan pe
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h Kebijakan pemaj
& Ard juan kebuda
Yaan Proyjp,

1. Menjadikan tradisi, sep; ¢
Krama Bali, guna mep,
memperkuat integritas

si Balj yaitu shh.

bagai t
perkokoh o diriat;rcara kehidupan

oral Kr
. S —— al Kramgq Bali. ama Bali dap
Sed Kerthi. Idupan kramg Bali berq
asarkan nilaj-njlaj
i

3. Memberikan apresiasi dan f

b asilitac:
tradisi dan karya seni, dan buday]:taSl kepada Lembaga, pelak
4. Peningkatan dan pengemban . ’

. a i
sebagai tata cara kEhidupang n Kualitas tradisi, seni dan buda
ya

diri krama Bali krama Bali
1 dan memperkuat integritasg lrl::)lrz?]limperkokoh jati
rama Bali,

5. Pemberdayaan dan pemanfaatan tradisi

guna memperkokoh jati diri sdan kesejahte e Tty el

. raan Krama Bali
as ke R a Bali,
D. DV budayaan Provinsi Bali setiap tahun mend
apat alokasi

anggaran sebesar Rp 100 mil
2023, sbb: yard, dengan program dan kegiatan tahun

1. Menggali. Merevitalisasi, d
- an merestorasi seni tradisi
punah dan atau hampir punah bekerja sama den amsllS)IIang —
Lembaga seni dan Desa adat. & Denpasar,

i Mengkoordinir, mensosialisasikan, dan melaksanakan nilai-nilai
kearifan lokal Sad Kerthi sesuai edaran Gubernur Balir::oi:l-m]i:
tahun 2022 tentang Tata-titi kehidupan masyarakat 0E;alli
berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi ke semua

Lembaga.

3. Memantapkan pembinaan Lembaga seni.

4. Menyelenggarakan program standarisasi dan sertifikasi Lembaga
seni.

& Memantapkan pelaks
6. Mengoptimalkan Peng
busana adat Bali.

7. Menguatkan dan memantapkan perl
8. Meningkatkan Kkualitas penyelenggardd

sekaligus diisi dengan pelaksanaan kegiat
dan Perayaan Budaya Dunia.
9. Memantapkan pelaksanaan festival seni Ball Jani.

10. Menyelenggarakan dan/atau

diplomasi kebudayaan ke luar negeri.
4 seni dengan

bermartabat-

anaan penyelenggaraan bulan Bahasa Bali.

gunaan Aksara, Bahasa dan Sastra Bali serta

indungan tari sakral Bali.

aan pesta kesenian Bali,
an Jantra Tradisi Bali

memfasilitasi program misi
pHRI dan ASITA

aan Lembag

11. Memfasilitasi kemitr
eni di hotel secara

untuk menampilkan s
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Ketiga Tahyy 2021/2022 Fersidangan
. Me]aksanakan program alih
- jontar-lontar Bali. 2Usara, alih Bahasa dan digital
italisasi
koordinasikan kegi
13. Meng €glatan  sosijal;
Keyboard Aksara Bali di Sp Osialisasi dan pe
. ) n
Tingg! SMP, SMA/SMK danp Pe%illllrrliz?l
14 Memperkuat system Informasi dan database m
engenai kekayaan

seni dan budaya Bali.

45. Meningkatkan perolehan Hak Atas Kek
ay

dibidang seni dan budaya. aan Intelektual (HKI)

16. Memantapkan pelaksanaan pro _
perda no 4 tahun 2020 tlzntgzampsebagal Implementasikan
Kebudayaan Bali, g Penguatan dan Pemajuan
17. Melaksanakan pemanfaatan zona inti
Bal a nti Kawasan pusat kebudayaan
18. Menyiapkan konsep pengisian materi -
inti Kawasan pusat kebudayaan Bali.e rl museum ternatik di zona
19. Mengakses program di Kem i e
Ristek. enterian Pendidikan, Kebudayaan dan
Koordinasi dan Sinergitas program/kegi ,
. an giatan yang dilakuk
semua Orgamsam Perangkat Daerah di Provinsi Bali t;gerjalan lar??aroézﬁ
sukses. Dinas kebudayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan
selalu mendapatkan apresiasi dari OPD lain dan saling bekerjasama
serta memperkuatkan kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya.

 Untuk memperkuat pemajuan dan konsistensi kebudayaan Bali
terhadap modernisasi sesuai amanat Peraturan Daerah nomor 4 tahun
2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, dibentuk
Majelis Kebudayaan Bali, yang terdiri dari Majelis Kebudayaan Bali
Tingkat Provinsi dan Majelis Kebudayaan Tingkat Kabupaten/Kota.
Majelis Kebudayaan Bali terdiri dari unsur rohaniwan, budayawan,

seniman dan akademisi. Adapun tugas dan kewenangannya sbb:

1. Tugas Majelis Kebudayaan, yaitu:
Memberikan saran dan pertimbangan kepa

rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan.
Membantu Dinas dalam melakukan pendataan, standarisasi dan

sertifikasi Lembaga dan sumber daya manusia bidang kebudayaan.
Turut serta melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan secara

aktif dan berkelanjutan.

Turut serta melakukan
pemajuan kebudayaan

da Pemerintah dalam

adap program aksi

pengawasan terh
erah.

persama Pemerintah Da

penguatan dan
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<erta Pemerintah Daerah,
. Maielis Kebudayaan Balj ]
Menyusun ¢an menstapkan apee
Memberikan saran dan Pertimban

negeri.

KERJA DALAM RaN

NGAN
O AN DAERAH

, KON
(=

Komodit.

) Tanggal 3 s/d 6 Juli 2022, Konsultasi Ranperda ;
Ranperda tentang Harmonisasi Ranperda usul inisi
Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tana

pemanfaatannya.

. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

MKB) emiliky i
SSAran dagyy

QO
R

leni N Kepag:
Melakukan Kerjasama dengan e, Pada p

3 Kebudayaay dal

dan peyy
he lhmlung;\n

) TR o
. hiit‘ Parisady Hindy
881 bidang kvhud;\\n\;\n
o\\'en:\ngnn, yaitw

dan Mggaran  rumal

emerintah Daeraly

amdan luay

GRA PEMBAHASAN RANCANGAN

PE anggal 24 Mel 01 ]uli 2022, Studi Banding 1

isasi (satu) Ranperda -
Harmonisasi Ranperda usul [Inisiatif ) Ranperda.

tentang Tata Kelola Harga

atif tentang
h Ulayat dan

esuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah telah

melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

» Menyusun dan menetapkan agenda Kkegiatan DPRD selama Masa

persidangan Ketiga Tahun 2021 /2022.

b. Menyusun Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahl.ll‘.l 2022.
¢ Memberikan pertimbangan dalam pembentukan Pampa l.(husus. |
d' Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan D{PR_D terkait
' dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD terkait deung.an
kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD dalam penyelenggaran

pemerintahan daerah. .
e. Memantau pelaksanaan tugas-tugas 0

kelengkapan lainnya Yyang
Musyawarah.

Pada Masa Persidangan Ketiga Ta
Provinsi Sumatera Barat telah melakukan
dilaksanakan pada tanggal sebagal berikut:

! No Hari/Tanggal

1 |Senin, 9 Mei 2022
L |Pukul 10.00 Wib

penjadwala

Rapat Badan Musyawara
n Kegiatan

misi dan tugas-tugas dan alat
telah ditetapkan dalam Rapat Badan

hun 2021/2022 ini Badan Musyawarah DPRD
lakukan kegiatan beru

pa Rapat Bamus yang

Kegiatan

I dalam rangka
DPRD _ Provinsi
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€liga Tahun 2 -

: 3 Persidangan
/——\\E\Mk ngan
/Senm’fé]umzozz Eap.at Badan 022 w

; Mus [T P ———
J [pukul 14 Al = [lAn Peniadvﬁ‘:r?ra]; Sl
FOV‘msi iiHAtays Ber Kegiatan  ppRp
i 2022 -—Crsidangan e a Tahun E.lztoz1P T
gz, T 2 Rapat Badan Musyaargy el _
7 . 1400 Wib Lanjutan pep: ah dalam rangka
pu €njadwalan Kep;
Provinsi Biithsap : €glatan DPRD
Reraidar -\ arat pada Masa
s an Ketiga Tahun 2021/2022
4/ —vat, 12 gu§b Raplat Badan Musyarawah dalam rz;n }
pukul 10.00 Wi Lan]U'ltar.l Penjadwalan Kegiatan DPgR(S
Provinsi - Sumatera Barat pada Masa

Persidan

an Ketiga Tahun 2021 /2022
| —amis, 18 Agustus 2022 Rapat Badan Musyarawah dalam ra.ngka

5 pukul 1 4.00 Wib Lanjl.ltan Penjadwalan Kegiatan DPRD
Prov.msi Sumatera Barat pada Masa
Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

| e
Disamping itu, dalam rangka mening.katkan. kapasitas dan kinerjanya, Badan
usyawarah juga mela.ku1.<3n studi banding ke DPRD Daerah Istimewa
akarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jawa Barat dalam
Yog)’ka Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun
rar123 Hasil yang diperoleh dari studi komperatif tersebut, tentu akan menjadi
Egdor.nan dalam peningkatan kinerja Badan Musyawarah.

BADAN ANGGARAN _
: ;(E[ﬂm;ﬁ; Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, kegiatan pembahasan
a

kebijakan anggaran yang dilaksanakan sebagai berikut :

ANGGARAN.
N PEMBAHASAN KEBIJAKAN
g gf(f;Allgiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdapat 6 (enam) sub

kegiatan, yakni :
1) Pembahasan KUA dan PPAS
2) Pembahasan Perubahan KUP
3) Pembahasan APBD
4) Pembahasan Perubahasn APBtlzr
5) Pembahasan Laporan emes S— S
6) Pembahasan Pertanggung]awaban e s

et e
Vil Goge HhEn AguStl:uks Z'O%a?n]?(]ég?:tga%l dimaksud diagendakan p
direalisir disebabkan skedu eglatatl-

A dan Perubahan PPAS

rsebut belum
ada
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elaksanaan kegiatan (time scheq
edu

iks
pat
rm\‘
Jan
— Mar
s Tahun 2023 \:

P B
han KUA dan perubahan PPAS Tahun 2022

AP/’, B B
i APBD Tahun 2022 (==
per |
m Tahun 2022 T

Pelﬂbahas

le) .

pan Pelaksanaan APBD Tahun 2021

l’ert:l"l;ﬂ““gi“ml

s ik o T e e

lingkup tugas Badan A :
: dengan nggaran, .
eszulal 7 ini Badan Anggaran DPRD provhl::idguhr/(naasf Persi
O;atan emba}-lasan terhadap pelaksanaan kegiatan gr?{'B
ilga nadl keglatan tah;m 2021, kunjungan kerja komis(i) dl r1
i : a
elaksanaan keglat;n t]a un 2021, persiapan pelaksanaan kegiat
luas program dan kegiatan pada APBD Tahun 2022 sertf p:;bt;hun 2022,
ahasan arah

. Tahun 2023, Poki
Jkan anggaran , Pokir tahun 2023 .
Zglclairanhibah masjid/mushalla tahun 2022. » Pergub hibah bansos serta

[GIATAN BADAN KEHORMATAN

dangan Ketiga Tahun
arat telah melakukan
tahun 2021, evaluasi

d .
m rangka peninjauan

K
pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 ini Badan Keho
provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan pengawasan internal ?)nfl’;li{tgndDPRD
melaksanakan pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat keh eéllgan
mggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat paripurna DPRD e
rapat kerja belum dapat dilaksanakan dikarenakan padatnya agenda kegigataz

DPRD dalam Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

Mun kunjungan kerja yang telah dilaksanakan yaitu :
No Hari/Tanggal Kegiatan

1 Senin s/d Kamis, Sharing  informasi ~ penyusunan dan
25-28 April 2022 penerapan kode etik ke DPRD Prov. Riau

.KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

n 2021/2022, berdasarkan jadwal
adan Musyawarah DPRD Provinsi

h melaksanakan tugas dan
rah. Pada Masa

~ Selama Masa Persidangan Ketiga Tahu
Satan DPRD yang telah ditetapkan oleh B
ldma.tera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera tela
;Eisénya sesuai dengan bidangnya yaitu P
- angan Tiga Badan Pembentukan peraturan Da
Slatan sepertj ; Rapat Kerja dengan pemerintah Daerah,

™aStudy Banding Bapemperda.
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pari ha

Ker
p N/O Selasa, 24 Mei 2022 Pembah Kegiatan —
i A asan  Hae: T
dnperda y '3Sil  Harmonisagi 5~
Kelols Harsul Inistatif DPRD tongus 1, >
tentang P ga KOmOdltl dan tang'lata,
anperd ‘M Penyusun NaskahcEma ks
Ranperda tentang Tanah U]Akademlk
o a tent ayat d
. Milik Daerap ang  Pengelolaan Baraan
; apat Kerja B
PDI;sﬂ Harmonisas; 2 Ranaieglperda terkait |
. RD tentang Tatz Keloll)arHa O sl
Ban Ranperda  tentang Parga Komoditi |
| encana enanggulangan
. |
Kuniung,an .Ker]a dalam rangka Konsultasi, Studi
' yarmonisasl » Studi Banding dan
Banding Bapemperda terkai ;
i study erkait Harmonisasi
rentang Tata Kelola Harga Komoditi ke Pemeriﬁt?:}]: Il)lanperfla A
rovinsi Bengkulu, pada

gal 29 Mei s/d 1 ]Juli 2022,
sil Study Banding yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, d
, dapat

disimpulkan sebagai berikut ;

2 Konsultasi Bapempe

Pe
pe
pa

Dari hasil
disimpulkan sebagai berikut :

Tata Kelola Harga Komoditi di Provinsi Bengkulu diatur de
ngan

Peraturan Gubernur.
pemerintah  Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dengan

stakeholder terkait agar petani tidak dirugikan.

rda terkait Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang
rubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan
manfaatannya, dilaksanakan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI

datanggal 3s/d 6 Juli 2022.
konsultasi yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat

mengapresiasi penyusunan ranperda
ena sangat membantu Pemerintah dalam
hun 2021 tentang Hak Pengelolaan atas
an pendaftaran tanah.
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1, Menghadiri Rapat paripurna pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, l;’udku‘
09,00 Wib, dalam rangka pemilihan dan Penetapan Anggota Badan
Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 - 202'4:2 -
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1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021
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3, Jum'at, 10 Juni 2022
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Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2022-2023.
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,, Penetapan 2 R
. Ranperda Tata Kelola Komoditi

. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana
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terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
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3.
panperda tentang

4.
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[]\)4253 persidangan Ketiga Tahun 2022. Disamping membahas 4 Ranperda
DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengar;
fungsi pembentukan perda, diantaranya sosialisasi Ranperda dan perda-perda
a harmonisasi pembahasan ranperda yang sebelumnya

yang relah dibahas sert
idak masuk dalam propemperda Provinsi Sumatera Barat.
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Pembangunan dan Kegiatan pembangunan Daera
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an terkait den

Bampemperda telah melakukan kegiat ;
dan Peraturan Gubernur yans menjadi perature? P

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

“,'\“"-\Jf“' ‘;,.\\“‘\'
\ ; ¥\ ' 0q )
'\‘u.\‘-' Lihim ACTRIreM A 'z\;“"“\'l‘
\ AL LN AF
\ )

(, penRAWAsal terhadap pelaksanaan program d

et an k

“\\\\‘ ) Al ali \ : X Al Re ‘i\i

qah Jiatokasikan dalamt  APBD - Praving Sunmatery "’; an Ol yang
v .\\}gs.\\\\“k‘“‘ pengawasan - tersebit diatas,  sogwat ! i“‘n“'{““‘\““l‘s

N\ W SERN
\~\\~\i“"‘““\\"\' DPRD Provinst Swatera Barat wel
‘ Al

Jan Angravat, juga telah membahas RAPBD

dengan

' . WM dan
alui l\nmixLKm\

Wt dan

i ; erubahan 2021 g,

Reputusan Dewan dan Reputusan: Plpinan yang dih

& Kt astikan - sehagai
. S\
\\‘\ ‘ ‘\‘I\Nl;l;:\\.
b san Dewan Perwakili ak .
L | Reputusan b ‘ \‘“ W Rakyat Daerab Provinst | 11 Mei 200
| sumaterd Barat Nomor: 12 /8b 7/ Tahuan 2022 w0 ~

pantang Pembentukan Dan Penetap.
‘lo\“““iﬁ v Bt ‘\\"\uu:mp.m Anggota Badan
iR\“““"“‘“‘“‘ ewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
| qumatera Bavat Masa Jabatan Tahun 20192024 :
i‘ "W DD DD i “«Uan “‘\\\\\t‘
L ugas Tahun 20222024

- E—
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'Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor $
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Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
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' Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
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=3 > pHStle

tahun 2022, namun dengan keluarnya Putusan Makamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, ada 2 Ranperda yang di tangguhkzn yzim
Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperdz tentang
Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinzn

Tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, DPRD bersa:s
Pemerintah Daerah telah menyepakati Ranperda tentang Ranperda tenmng
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| suh:m)’z\k g (delapan) buah. Provinsi Sumatera Barat
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g, Keglatan Alat Kelengkapan DPRD
{, Keplatan Komisi
gelama masa Persidangan PertamaTahun 2021
Komisi |
- Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 8 (delapan) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 9 (sembilan) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi 11
- Rapat Internal Komisi sebanyak 7 (tujuh) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi 111
- Rapat Komisi / Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali _
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 7 (tujuh) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 1§ (enam.) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

faming b k 4 (empat) kali
- Rapat Internal Komisi s€ anya . | 1.
- Ragat Kerja Komisi dengan Mitra Ker}a sebanyak 7 (tujuh) kali

- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak (lima) kali

iga) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) ka

Komisi V sl
- Rapat Internal Konﬁsi ‘;;e:anya;k lsirgla?k)ali
- Rapat Kerja Komisi S€ aDae st 0

- : m Daer kali
- Kunjungan 5‘3”_2 Eil:r Daerah SEbanyak 3(ug )
. e K

17 (mjuh pelas) kali
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Laporan Kinerja Dprp p

Ketion Tupn 28 DERD Masa Persicuyg,
10a Tahun 2( 121/2022 dangan

) Kegiatan Bapemperda

ja Bapemperda d .
papat Kerja bapemperda dengan Pemerintah D
papemperda  sebanyak 2~ (dua)  kali ae:;}; ;

embahas Program
b andmg/konsultasi /harmonisasi sebanyak 2 (dua) kali

kegiatan  studi

3, Kegiatan Badan Musyawarah

Rapat Badan Musyawarah dalam rangka men

; yusun dan menetapk

kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Keti pkan agenda
4 gan Ketiga Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga)
4, Kegiatan Badan Kehormatan

pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2

: 022 Bad
melaksanakan kgglatan monitoring dan pengawasan ?:terrlfslhotri?r? o
melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD pggg

rapat-rapat paripurna DPRD dan melaksanal : ,
roordinast sebanyak 1 (satu) kall, akan kegiatan konsultasi/

V. Kegiatan Fraksi

1. Rapat Internal Fraksi
- Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) Kkali
- Fraksi PKS sebanyak 9 (sembilan) kali
- Fraksi Demokrat sebanyak 7 (tujuh )kali
- Fraksi PAN sebanyak 5 (lima) Kkali
- Fraksi Golongan Karya sebanyak 3 (tiga) kali
- Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 3 (tiga) kali
_ Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 5 (lima) kali

2. Rapat Eksternal Fraksi
- Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PKS sebanyak 15 (lima belas) kali
- Fraksi Demokrat sebanyak 9 (Sembilan) kali
- Fraksi PAN sebanyak 15 (lima belas) kali
- Fraksi Golkar sebanyak 15 (lima belas) kali .
- Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 15 (lima belas) k.ah
- Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 15 (lima belas) kali

SARAN

| fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam
Untuk perbailan datam pelaksanaa;h tgigszsrankagn hal-hal sebagai berikut:

penyelenggaran pemerintahan daer
intah Daerah harus segera

. hun 2021/2022 Pemerin :
1) Pada Masa Persidang®’ Perwma;: \PBD Tahun 2023 283 dapat_dilakukan
menyampaikan Ranperda Tentang ama OPD terkait sehingga

bahasannya oleh Jui Komisi-konis! bers
pembahasan

i kan.
. ng telah ditetap NS
bisa ditetapkan sesu? eraturan daerah hirzser?:;r::;gl::;a(}iler}l’g:g
&) Fenyuauras proglrzi;n APBD, 2gar pemb
Penganggaran dala _ Al

ahasan rancangd . p
atan dalam segi pendanaan.
telah ditetapkan tidak mengalam

—
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Vo

],v.'l/) in [\ .
Je Aierja DERD Afas: .
Ketica Tahun' PRI Masa Persi,

i Taneay
2021/2022 &

. taj Daerah harus segera menyiapkan p
emerin pKan Peraturan Guberny i
r yang diamanatkan

) turan daerah, agar
m pera , agar peraturan daerah
g ?r]jasy;; ke tersebut dapat segera dilaksanakan

4) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan

Jleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok

. ..o DPRD, perlu dipedomani dan diti Eas
pikiralt = : itindaklanjuti oleh Pemeri
oPD terkait serta dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera%rgf:cntah Daerah dan

pemikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

provinsi Sumat.era Barat pada Mgsa Persidangan Ketiga Tahun 2022, semoga Allah SWT
selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

PADANG, 26 AGUSTUS 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

SUPARDI
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